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KELAS III LETUNG 
ANAMBAS 2026 

 

 



Nomor : IP.106/35/SDJ.HMU/2026              Jakarta, 13 Januari 
2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pembaharuan Nama Personel Civil Aviation Publication Team

(CAPT) Tahun 2026    
 

Yth. Periksa Daftar Terlampir

Mendasari Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP-DJPU
197 Tahun 2025 tanggal 12 Agustus 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 178 Tahun 2023 tentang Tim Publikasi Penerbangan
Sipil (Civil Aviation Publication Team) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,
diperlukan pembaharuan Tim Publikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/ Civil Aviation
Publication Team (CAPT) Tahun 2026.

Guna  proses  lanjut,  masing-masing  unit  kerja  di  Lingkungan  Direktorat  Jenderal
Perhubungan Udara menyampaikan nama pegawai  untuk  dimasukkan dalam Tim Publikasi
Penerbangan Sipil (Civil Aviation Publication Team) di maksud, dengan rincian sebagai berikut :
1. Direktorat : 2 (dua) orang pegawai;
2. Balai : 2 (dua) orang pegawai;
3. Otoritas Bandar Udara : 2 (dua) orang pegawai;
4. Unit Penyelenggara Bandar Udara : 2 (dua) orang pegawai; dan
5. Satuan Pelayanan Bandar Udara : 1 (satu) orang pegawai.

Daftar  nama  disampaikan  kepada  Kepala  Bagian  Humas  dan  Umum  Sekretariat
Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  melalui  alamat  email:  humas.dgca@gmail.com
selambat-lambatnya tanggal 23 Januari 2026. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr.
Adytia, HP : 081241727361.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara

      ${ttd}

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
                   (Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
                 3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Achmad Setiyo Prabowo
Tembusan: NIP. 19740819 199501 1 001
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran I Surat Dinas
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Nomor : IP.106/35/SDJ.HMU/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

Yth.
1. Direktur Angkutan Udara;
2. Direktur Bandar Udara;
3. Direktur Keamanan Penerbangan;
4. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
5. Direktur Navigasi Penerbangan;
6. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
7. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X;
8. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
9. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
10.Kepala Unit Penyelanggara Bandar Udara;
11.Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara.

Sekretaris Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara

     ${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               2 / 3                               2 / 3



Lampiran II Surat Dinas
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Nomor : IP.106/35/SDJ.HMU/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

Format Isian

DAFTAR USULAN NAMA
CIVIL AVIATION PUBLICATION TEAM (CAPT)

DIREKTORAT/BALAI/OBU/UPBU………………………..

NO NAMA PEGAWAI/NIP NO HP (WHATS APP) JABATAN KET
1 XXXXXXXXXXXX

NIP……………….
0000-0000-0000 XXXXXXXXXXX

2 XXXXXXXXXXXX
NIP……………….

0000-0000-0000 XXXXXXXXXXX

DAFTAR USULAN NAMA
CIVIL AVIATION PUBLICATION TEAM (CAPT)
SATPEL BANDAR UDARA………………………..

NO NAMA PEGAWAI/NIP NO HP (WHATS APP) JABATAN KET
1 XXXXXXXXXXXX

NIP……………….
0000-0000-0000 XXXXXXXXXXX

Sekretaris Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara

     ${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Yth. Daftar Terlampir.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor
KP.010/1/11/STJ/2025  Tanggal  11  Desember  2025  Perihal  Penyampaian  Wajib  LHKPN
Tahun 2025 pada Periode Pelaporan Tahun 2026 di Lingkungan Kementerian Perhubungan
dan Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor: KP.001/1/10/STJ/2026,
tanggal  4 Februari  2026 Perihal  Pemutakhiran Data Pegawai pada Aplikasi  SIK,  Bagian
Sumber  Daya  Manusia,  Sekretariat  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  akan
melaksanakan  kegiatan  Monitoring  dan  Evaluasi  Pelaporan  LHKPN dan  LHKAN Tahun
Pelaporan 2026 serta Pemutakhiran Data Kepegawaian Pada Aplikasi SIK dan SIASN di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada:

Hari/Tanggal : 25 s.d. 27 Februari 2026
Waktu : 09.00 s.d. Selesai
Tempat : Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah V

Zoom Meeting Id : 812 3840 9423
Passcode : LHK2026

Hari/Tanggal : 4 s.d. 6 Maret 2026
Waktu : 09.00 s.d. Selesai
Tempat : Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah III

Zoom Meeting Id : 861 6388 3948
Passcode : LHK2026

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kelancaran dan tercapainya tujuan
kegiatan, mohon pimpinan unit kerja dapat menugaskan pejabat/pegawai yang membidangi
data kepegawaian dan bertindak sebagai admin tingkat UPT aplikasi kepegawaian untuk
dapat hadir pada kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

      ${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Nomor : KP.010/150/SDJ.SDM/2026 Jakarta, 19 Februari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Monitoring  dan  Evaluasi  Pelaporan

LHKPN  dan  LHKAN  Tahun  Pelaporan
2026  serta  Pemutakhiran  Data
Kepegawaian  Pada  Aplikasi  SIK  dan
SIASN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
                   (Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
                 3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran I Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Nomor : KP.010/150/SDJ.SDM/2026
Tanggal : 19 Februari 2026

Yth.

1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Bagian;
5. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

      ${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran II Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Nomor : KP.010/150/SDJ.SDM/2026
Tanggal : 19 Februari 2026

DAFTAR UNIT KERJA DAN MEKANISME KEHADIRAN

No. UNIT KERJA
MEKANISME
KEHADIRAN

TEMPAT

1. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah III Hadir Fisik Kantor 
Otoritas 
Bandar Udara
Kelas I 
Wilayah V

2. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah V
3. Kantor UPBU Kelas I Haluoleo
4. Kantor UPBU Kelas I Mutiara Sis-Al Jufri
5. Kantor UPBU Kelas II Kasiguncu
6. Kantor UPBU Kelas II Syukuran Aminuddin Amir
7. Kantor UPBU Kelas II Tampa Padang
8. Kantor UPBU Kelas III Andi Jemma
9. Kantor UPBU Kelas III Arung Palakka
10. Kantor UPBU Kelas III Betoambari
11. Kantor UPBU Kelas III H. Aroepala
12. Kantor UPBU Kelas III Lagaligo
13. Kantor UPBU Kelas III Morowali
14. Kantor UPBU Kelas III Pogogul
15. Kantor UPBU Kelas III Rampi
16. Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera
17. Kantor UPBU Kelas III Seko
18. Kantor UPBU Kelas III Sugimanuru
19. Kantor UPBU Kelas III Sultan Bantilan
20. Kantor UPBU Kelas III Tanjung Api
21. Kantor UPBU Kelas III Toraja
22. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah IX Hadir Virtual
23. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VIII
24. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah X
25. Kantor UPBU Kelas I Djalaluddin
26. Kantor UPBU Kelas I Domine Eduard Osok
27. Kantor UPBU Kelas I Mopah
28. Kantor UPBU Kelas I Wamena
29. Kantor UPBU Kelas II Douw Aturure
30. Kantor UPBU Kelas II Karel Sadsuitubun
31. Kantor UPBU Kelas II Mozes Kilangin
32. Kantor UPBU Kelas II Nop Goliat
33. Kantor UPBU Kelas II Rendani
34. Kantor UPBU Kelas II Sultan Babullah
35. Kantor UPBU Kelas III Akimuga
36. Kantor UPBU Kelas III Amahai
37. Kantor UPBU Kelas III Ayawasi
38. Kantor UPBU Kelas III Babo
39. Kantor UPBU Kelas III Bade
40. Kantor UPBU Kelas III Bandaneira
41. Kantor UPBU Kelas III Batom
42. Kantor UPBU Kelas III Bilorai
43. Kantor UPBU Kelas III Bintuni
44. Kantor UPBU Kelas III Bokondini
45. Kantor UPBU Kelas III Bomakia
46. Kantor UPBU Kelas III Bone
47. Kantor UPBU Kelas III Buli
48. Kantor UPBU Kelas III Dabra
49. Kantor UPBU Kelas III Dobo
50. Kantor UPBU Kelas III Elelim
51. Kantor UPBU Kelas III Emalamo Sanana
52. Kantor UPBU Kelas III Enarotali
53. Kantor UPBU Kelas III Ewer
54. Kantor UPBU Kelas III Gamar Malamo
55. Kantor UPBU Kelas III Ilaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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No. UNIT KERJA
MEKANISME
KEHADIRAN

TEMPAT

56. Kantor UPBU Kelas III Illu
57. Kantor UPBU Kelas III Inanwatan
58. Kantor UPBU Kelas III John Becker
59. Kantor UPBU Kelas III Kambuaya
60. Kantor UPBU Kelas III Kamur
61. Kantor UPBU Kelas III Karubaga
62. Kantor UPBU Kelas III Kebar
63. Kantor UPBU Kelas III Kepi
64. Kantor UPBU Kelas III Kimam
65. Kantor UPBU Kelas III Kiwirok
66. Kantor UPBU Kelas III Kokonau
67. Kantor UPBU Kelas III Kuabang
68. Kantor UPBU Kelas III Larat
69. Kantor UPBU Kelas III Mararena
70. Kantor UPBU Kelas III Marinda
71. Kantor UPBU Kelas III Matahora
72. Kantor UPBU Kelas III Mathilda Batlayeri
73. Kantor UPBU Kelas III Melonguane
74. Kantor UPBU Kelas III Merdey
75. Kantor UPBU Kelas III Mindiptana
76. Kantor UPBU Kelas III Moanamani
77. Kantor UPBU Kelas III Mulia
78. Kantor UPBU Kelas III Naha
79. Kantor UPBU Kelas III Namlea
80. Kantor UPBU Kelas III Namniwel
81. Kantor UPBU Kelas III Namrole
82. Kantor UPBU Kelas III Numfor
83. Kantor UPBU Kelas III Oesman Sadik
84. Kantor UPBU Kelas III Okaba
85. Kantor UPBU Kelas III Oksibil
86. Kantor UPBU Kelas III Pitu
87. Kantor UPBU Kelas III Pongtiku
88. Kantor UPBU Kelas III Senggeh
89. Kantor UPBU Kelas III Siboru
90. Kantor UPBU Kelas III Stevanus Rumbewas
91. Kantor UPBU Kelas III Sudjarwo Tjondronegoro
92. Kantor UPBU Kelas III Tanah Merah
93. Kantor UPBU Kelas III Teminabuan
94. Kantor UPBU Kelas III Tiom
95. Kantor UPBU Kelas III Torea
96. Kantor UPBU Kelas III Utarom
97. Kantor UPBU Kelas III Waghete
98. Kantor UPBU Kelas III Wahai
99. Kantor UPBU Kelas III Wasior
100. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah I Hadir Fisik Kantor 

Otoritas 
Bandar Udara
Kelas I 
Wilayah III

101. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
102. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah IV
103. Balai Kesehatan Penerbangan
104. Balai Teknik Penerbangan
105. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VII
106. Kantor UPBU Kelas I Budiarto
107. Kantor UPBU Kelas III Cakrabhuwana
108. Kantor UPBU Kelas III Dewa Daru
109. Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir
110. Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo
111. Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung
112. Direktorat Angkutan Udara Hadir Virtual
113. Direktorat Bandar Udara
114. Direktorat Keamanan Penerbangan
115. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat 

Udara
116. Direktorat Navigasi Penerbangan
117. Bagian Sumber Daya Manusia
118. Bagian Perencanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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No. UNIT KERJA
MEKANISME
KEHADIRAN

TEMPAT

119. Bagian Keuangan
120. Bagian Hukum dan Kerja Sama
121. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
122. Bagian Hubungan Masyarat dan Umum
123. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah II
124. Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata
125. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VI
126. Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto
127. Kantor UPBU Kelas I Kalimarau
128. Kantor UPBU Khusus Ibu Kota Nusantara
129. Kantor UPBU Kelas II Binaka
130. Kantor UPBU Kelas II Cut Nyak Dhien
131. Kantor UPBU Kelas II Fransiskus Xaverius Seda
132. Kantor UPBU Kelas II Gusti Sjamsir Alam
133. Kantor UPBU Kelas II H. Asan
134. Kantor UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman
135. Kantor UPBU Kelas II Iskandar
136. Kantor UPBU Kelas II Komodo
137. Kantor UPBU Kelas II Lede Kalumbang
138. Kantor UPBU Kelas II Pangsuma
139. Kantor UPBU Kelas II Rahadi Oesman
140. Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin
141. Kantor UPBU Kelas II Tebelian
142. Kantor UPBU Kelas II Umbu Mehang Kunda
143. Kantor UPBU Kelas III A.A Bere Tallo
144. Kantor UPBU Kelas III Aek Godang
145. Kantor UPBU Kelas III Beringin
146. Kantor UPBU Kelas III Dabo
147. Kantor UPBU Kelas III Datah Dawai
148. Kantor UPBU Kelas III David Constantijn Saudale
149. Kantor UPBU Kelas III Depati Parbo
150. Kantor UPBU Kelas III Dr. Ferdinand Lumbantobing
151. Kantor UPBU Kelas III FL Tobing
152. Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega
153. Kantor UPBU Kelas III Gewayantana
154. Kantor UPBU Kelas III Haji Muhammad Sidik
155. Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir Gresik
156. Kantor UPBU Kelas III Japura
157. Kantor UPBU Kelas III Kol. Robert Atty Bessing
158. Kantor UPBU Kelas III Kuala Kurun
159. Kantor UPBU Kelas III Kuala Pembuang
160. Kantor UPBU Kelas III Lasikin
161. Kantor UPBU Kelas III Lasondre
162. Kantor UPBU Kelas III Letung
163. Kantor UPBU Kelas III Long Apung
164. Kantor UPBU Kelas III Maimun Saleh
165. Kantor UPBU Kelas III Mali
166. Kantor UPBU Kelas III Malikussaleh
167. Kantor UPBU Kelas III Maratua
168. Kantor UPBU Kelas III Melak
169. Kantor UPBU Kelas III Mentawai
170. Kantor UPBU Kelas III Muara Bungo
171. Kantor UPBU Kelas III Muko-Muko
172. Kantor UPBU Kelas III Nangapinoh
173. Kantor UPBU Kelas III Nunukan
174. Kantor UPBU Kelas III Pasir Pangaraian
175. Kantor UPBU Kelas III Raja Haji Abdullah
176. Kantor UPBU Kelas III Ranai
177. Kantor UPBU Kelas III Rembele
178. Kantor UPBU Kelas III Rokot
179. Kantor UPBU Kelas III Sanggu
180. Kantor UPBU Kelas III Seluwing
181. Kantor UPBU Kelas III Silampari
182. Kantor UPBU Kelas III Soa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               5 / 7                               5 / 7



No. UNIT KERJA
MEKANISME
KEHADIRAN

TEMPAT

183. Kantor UPBU Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin
184. Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan
185. Kantor UPBU Kelas III Tardamu
186. Kantor UPBU Kelas III Teuku Cut Ali
187. Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai
188. Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba
189. Kantor UPBU Kelas III Wunopito
190. Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

      ${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran III Surat Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara
Nomor : KP.010/150/SDJ.SDM/2026
Tanggal : 19 Februari 2026

SUSUNAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN LHKPN DAN
LHKAN TAHUN PELAPORAN 2026 SERTA PEMUTAKHIRAN DATA KEPEGAWAIAN

PADA APLIKASI SIK DAN SIASN

WAKTU SETEMPAT KEGIATAN KETERANGAN
Hari Pertama

08.00 – 21.00 Persiapan panitia dan registrasi 
peserta

Bagian Sumber Daya 
Manusia

Hari Kedua
09.00 – 09.15 Laporan Kegiatan oleh Kepala 

Bagian Sumber Daya Manusia
Unit Kerja Hadir Fisik 
dan Virtual

09.15 – 09.30 Sambutan Pembukaan oleh 
Sekretaris Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara

Unit Kerja Hadir Fisik 
dan Virtual

09.30 – 09.45 Break Unit Kerja Hadir Fisik 
dan Virtual

09.45 – 11.30 Paparan terkait LHKPN dan 
LHKAN Tahun Pelaporan 2026

Unit Kerja Hadir Fisik 
dan Virtual

11.30 – 13.00 - Break
- Shalat

Unit Kerja Hadir Fisik 
dan Virtual

13.00 – 15.00 Monitoring dan Evaluasi Aplikasi 
SIK dan SIASN

Unit Kerja Hadir Fisik

15.00 – 16.00 Break Unit Kerja Hadir Fisik
16.00 – 17.30 Lanjutan Monitoring dan Evaluasi 

Aplikasi SIK dan SIASN
Unit Kerja Hadir Fisik

17.30 – 19.00 - Break
- Buka Puasa

Unit Kerja Hadir Fisik

19.00 – 21.00 Lanjutan Monitoring dan Evaluasi 
Aplikasi SIK dan SIASN

Unit Kerja Hadir Fisik

Hari Ketiga
08.00 – 21.00 - Evaluasi Kegiatan

- Penyusunan Laporan Kegiatan
Bagian Sumber Daya 
Manusia

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

      ${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

 

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 
Jakarta 10110 
 

Telepon : 3505550 – 3505006 
                   (Sentral) 
Fax : 3505136 – 3505139 
                 3507144 – 34833369 

Email : djpu151@kemenhub.go.id  
Website : hubud.kemenhub.go.id 

    

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor 
UM.207/103/SDJ.OTL/2026 tanggal 4 Februari 2026 perihal Bimbingan Teknis Penyusunan Peta 
Proses Bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, disampaikan bahwa telah 
diselenggarakan acara dimaksud pada tanggal 9 - 11 Februari 2026 Pukul 09.00 WIB s.d. selesai 
secara hybrid dan dihadiri perwakilan seluruh unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara. 
 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 
tersebut dan mohon unit kerja dapat mempersiapkan data dukung untuk tindak lanjut dalam upaya 
percepatan penyusunan peta Proses Bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 
yang lengkap. 

 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 
 
 

 
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perhubungan Udara 

  
 

   ${ttd_pengirim4}  

      

 
${nama_pengirim4} 
NIP. ${nip_pengirim4} 

Tembusan: 
Direktur Jenderal Perhubungan Udara 

 
  

Nomor : ${nomor_naskah} Jakarta, ${tanggal_naskah} 
Sifat : BIASA  
Lampiran : 2 (dua)  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis 

Penyusunan Peta Proses Bisnis di 
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan 
Udara 

 

 
Yth. Daftar Terlampir 

UM.004/171/SDJ.OTL/2026 25 Februari 2026

Achmad Setiyo Prabowo
197408191995011001

${ttd4}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran I Surat Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perhubungan Udara 

Nomor : ${nomor_naskah} 

Tanggal : ${tanggal_naskah} 

 
 
Yth.    1.   Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 

2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara; 
3. Para Kepala Balai; 
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; 
5. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 

 
 

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perhubungan Udara 

  
 

   ${ttd_pengirim4}  

      

 
${nama_pengirim4} 
NIP. ${nip_pengirim4} 

Tembusan: 
Direktur Jenderal Perhubungan Udara 
  

UM.004/171/SDJ.OTL/2026

25 Februari 2026

Achmad Setiyo Prabowo
197408191995011001

${ttd4}
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Lampiran II Surat Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perhubungan Udara 

Nomor : ${nomor_naskah} 

Tanggal : ${tanggal_naskah} 

 
LAPORAN PELAKSANAAN 

BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

 
I. DASAR 

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor 

UM.207/103/SDJ.OTL/2026 tanggal 4 Februari 2026 perihal Bimbingan Teknis Penyusunan 

Peta Proses Bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 
 

II. PELAKSANAAN 
Hari/Tanggal : Senin - Rabu / 9 - 11 Februari 2026  
Waktu :  09.00 WIB – Selesai 
Pimpinan Rapat :  Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 
Tempat :  Luring  
  Hotel Grand Sahid Jaya 
  Daring melalui Aplikasi Zoom Meeting  
  ID: 850 8527 1100 Passcode: Ortala1#  
 

III. PESERTA 
Rapat ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan dari : 
Hadir Luring: 

1. Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN-RB; 
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; 
3. Direktorat Angutan Udara; 
4. Direktorat Bandar Udara; 
5. Direktorat Kemanan Penerbangan; 
6. Direktorat Navigasi Penerbangan; 
7. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara; 
8. Bagian Perencanaan; 
9. Bagian Keuangan; 
10. Bagian Sumber Daya Manusia: 
11. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 
12. Bagian Hukum dan Kerja Sama; dan 
13. Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum; 

Hadir Daring (online): 
1. Kantor Otoritas Bandar Udara; 
2. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan; 
3. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; 
4. Balai Kesehatan Penerbangan; dan 
5. Balai Teknik Penerbangan. 
 

 

 

 

UM.004/171/SDJ.OTL/2026

25 Februari 2026
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IV. PEMBAHASAN 
1. Acara dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pehubungan Udara dan menyampaikan 

beberapa hal penting antara lain:  
a. Kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis penyusunan proses bisnis ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang sama antar unit 

organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terhadap peta 

proses bisnis hingga dapat diturunkan menjadi prosedur kerja (SOP) pada masing-

masing unit kerja. 
b. Desain proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara agar 

mengacu pada peraturan, antara lain: 
1) Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta     

Proses Bisnis Instansi Pemerintah;  
2) PM 53 Tahun 2023 Tentang Probis di lingkungan Kementerian Perhubungan; 
3) KM 8 Tahun 2024 Tentang Peta Proses, Peta Subproses dan Peta Relasi di 

Kementerian Perhubungan. 
c. Acara ini juga dtargetkan dapat menyempurnakan peta proses bisnis Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara yang telah disusun dan saat ini sedang dilakukan 

reviu dan proses penetapan oleh tim dari Biro SDMO. 
d. Untuk Proses bisnis tingkat Unit Pelaksana Teknis perlu dilakukan kesepakatan 

mengingat karakter tugas dan fungsi UPT di DJPU berbeda-beda, sebagai contoh 

proses bisnis di lingkungan kantor otoritas bandar udara telah tergambar sebagai 

bagian dari proses bisnis pada Direktorat, sedangkan untuk Unit Penyelenggara 

Bandar Udara belum dapat dijelaskan dengan peta Sub Proses level maupun peta 

lintas fungsi pada Direktorat. 
e. Mengharapkan para narasumber dapat memberikan gambaran yang lengkap 

mengenai proses bisnis serta contoh-contoh praktik baik dalam penyusunan bisnis 

proses hingga menjadi SOP yang mudah dipahami dan menyeluruh untuk setiap 

level organisasi. 
 

2. Selanjutnya pemaparan dan pengarahan dari Bapak Mas Pungky Hendrawijaya selaku 
Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Perekonomian, Infrastruktur dan 
Pemerintah Daerah Wilayah II, Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, 
Kementerian PAN-RB, antara lain: 
a. Penyusunan proses bisnis (probis) berpedoman pada Permenpan RB Nomor 19 

Tahun 2018. Regulasi ini berfungsi sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga 

dalam menciptakan alur kerja yang terstruktur, transparan, dan terdokumentasi 

secara akuntabel; 
b. Proses bisnis tidak dapat dirancang secara parsial atau tersekat, melainkan harus 

mendorong sinergi dan keterpaduan antar instansi. Hal ini sejalan dengan semangat 

reformasi birokrasi yang mengutamakan kolaborasi lintas sektor serta transformasi 

menyeluruh pada aspek struktur, budaya kerja, dan sistem pelayanan publik; 
c. Probis harus dirancang dengan prinsip efisiensi menjadi kunci utama melalui 

optimalisasi setiap tahapan proses, penghapusan duplikasi fungsi, serta 

minimalisasi pemborosan sumber daya; 
d. Diperlukan perhatian khusus terhadap aspek penyederhanaan birokrasi. Proses 

bisnis yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami akan memitigasi hambatan 

kinerja organisasi sehingga implementasi di lapangan menjadi lebih efektif dan 

kualitas layanan meningkat; 
e. Penetapan proses bisnis yang terstandar tidak sekadar bertujuan menghasilkan 

dokumen administratif formal. Fokus utamanya adalah mendorong implementasi 

yang konsisten dan berkualitas demi tercapainya peningkatan kinerja pemerintahan 

serta keberhasilan reformasi birokrasi secara nyata. 
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3. Selanjutnya pemaparan narasumber Ibu Ericha dari Kedeputian Kelembagaan dan Tata 

Laksana, Kementerian PAN-RB, antara lain: 
a. Penyusunan proses bisnis dimulai dengan identifikasi mandat, dasar hukum, serta 

penyelarasan dengan dokumen penunjang strategis seperti Rencana Strategis 

(Renstra). Struktur proses bisnis terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu proses 

inti, proses pendukung dan manajemen, serta proses lainnya; 
b. Kunci utama penyusunan proses bisnis terletak pada perubahan pola pikir yang 

berorientasi pada hasil, berpikir sistemik, fokus pada dampak, pemberian nilai 

tambah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik; 
c. Setiap proses bisnis yang disusun harus dievaluasi fungsinya dalam mempermudah 

pelaksanaan pekerjaan, apabila ditemukan proses yang menghambat, maka perlu 

dilakukan peninjauan kembali; 
d. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional mewajibkan 

setiap kementerian menggunakan model Business Process Model and Notation 

(BPMN) dalam menyusun alur proses bisnis; 
e. Sebuah Lembaga tingkat Kementerian idealnya memiliki satu kesatuan proses 

bisnis induk yang diturunkan hingga level n. sehingga keberadaan Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) diposisikan sebagai aktor pada proses lintas fungsi (Cross Functional 

Map/CFM) dan cukup menyusun Prosedur Operasional Standar (SOP); 
f. Saat ini setiap Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan terlihat memiliki 

proses bisnis masing-masing karena menjalankan mandat undang-undang yang 

berbeda. Dalam konteks ini Proses Bisnis pada Level 0 wajib mengakomodasi 

seluruh aktivitas yang dilakukan oleh entitas di bawahnya secara komprehensif; 
g. Dalam proses audit, instansi cukup menunjukkan satu kesatuan proses bisnis milik 

kementerian serta menjelaskan peran dan keterlibatan setiap unit kerja di dalam 

proses tersebut; 
h. Untuk menjawab kebutuhan manajemen risiko, instansi dapat menunjukkan SOP 

Makro sebagai rujukan pelaksanaan; 
i. Tingkat kedalaman atau rincian suatu proses bisnis ditentukan berdasarkan sejauh 

mana koordinasi kegiatan antarunit kerja terlihat secara jelas. 
 

4. Pada sesi diskusi dan tanya jawab, perwakilan Bagian Perencanaan memberikan 

masukan antara lain: 
a. Penyusunan manajemen risiko wajib didasarkan pada proses bisnis yang telah 

ditetapkan, sebagaimana diatur dalam KM 69 Tahun 2024; 
b. Terdapat catatan dari Inspektorat Jenderal mengenai belum tersedianya dokumen 

proses bisnis pada unit kerja (Unit Pelaksana Tenis) di lingkungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Udara (DJPU); 
c. Berdasarkan arahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 

setiap organisasi diharuskan memiliki proses bisnis sebagai fondasi utama dalam 

pelaksanaan seluruh kegiatan operasionalnya. Apabila belum tersedia peta proses 

bisnis yang lengkap maka penilaian risiko dapat lebih dulu dibuat dengan 

menggunakan RO/KRO (Rincian Output / Klasifikasi Rincian Output); 
d. Diperlukan penyamaan persepsi mengenai definisi proses bisnis di tingkat internal, 

mengingat selama ini Bagian Perencanaan masih mengidentifikasikan Cross 

Functional Map (CFM) sebagai keseluruhan proses bisnis. 
 

5. Selanjutnya pemaparan narasumber Ibu Budyastuti dari Biro Sumber Daya Manusia dan 
Organisasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis (Probis) dan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Tahun 2026, antara lain: 
a. Pada peta proses bisnis Kementerian Perhubungan, Struktur HUB Kemenhub 

terdapat 13 HUB utama, di mana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) 
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berfokus pada HUB-06 (Pelayanan Transportasi), HUB-07 (Pengelolaan 

Keselamatan & Keamanan Transportasi), HUB-08 (Pengelolaan Sarana dan 

Prasana Transportasi), dan HUB-09 (Aksesibilitas dan Konektivitas Transportasi). 
b. Peta Level 1 & 2 merupakan turunan detail dari Level 0 yang melibatkan unit kerja 

spesifik, seperti HUB-06.03 (Pelayanan Transportasi Udara) memiliki 6 sub-proses 

level 2, termasuk pelayanan personel, sarana, prasarana, organisasi, operasional, 

dan kebijakan. 
c. Peta Proses bisnis dapat difahami merupakan proses bisnis level 0, level 1 hingga 

level ke-n, serta peta lintas fungsi. Sehingga apabila belum menggambarkan hingga 

fungsi Unit Pelaksana Teknis maka perlu ditinjau ulang ruang lingkup proses bisnis 

yang telah disusun. 
d. Proses penyusunan SOP dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sistematis sebagai 

berikut: 
1) Menunjuk personel yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman 

relevan di bidangnya; 
2) Melakukan penelaahan terhadap tugas pokok, fungsi, serta wewenang pada 

setiap unit kerja; 
3) Mengumpulkan data secara mendalam melalui metode wawancara, observasi 

lapangan, dan analisis alur kerja; 
4) Membuat diagram alur (flowchart) yang selaras dengan uraian prosedur dan 

langkah-langkah kegiatan; 
5) Melakukan reviu atas draf dokumen untuk kemudian ditetapkan secara resmi 

oleh pimpinan unit kerja. 
 

V. KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan dan diskusi terhadap keberadaan 

proses bisnis di lingkungan DJPU, antara lain: 
1. Peta Proses Bisnis merupakan satu kesatuan rangkaian yang terdiri atas Peta Proses, 

Peta Subproses, Peta Relasi, dan Peta Lintas Fungsi (Cross-Functional Map/CFM) dari 

Level 0 hingga Level n. 
2. Dalam peta Proses Bisnis, UPT berperan sebagai aktor pada proses lintas fungsi 

sehingga memberikan dukungan pada suatu fungsi pada Peta Lintas Fungsi (CFM) dan 

dapat diturunkan menjadi SOP. 
3. Peta Lintas Fungsi (CFM) disusun apabila terdapat hubungan tata kerja yang melibatkan 

lebih dari dua unit organisasi. Satu dokumen CFM bersifat lintas unit, sehingga tidak 

hanya merepresentasikan atau dimiliki oleh satu unit kerja saja. 
4. Peta Proses Bisnis ditetapkan secara terpusat pada tingkat Kementerian. Oleh karena 

itu, unit kerja pada tingkat Eselon I ke bawah tidak perlu melakukan penetapan Proses 

Bisnis secara mandiri. 
5. Unit kerja yang menjalankan fungsi kesekretariatan, baik Sekretariat Direktorat Jenderal 

maupun di Bagian/ Subbagian Tata Usaha) di UPT, tidak perlu menyusun CFM mandiri. 

Unit tersebut cukup mengacu pada CFM Sekretariat Jenderal dan dapat langsung 

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP). 
6. Unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) 

agar melakukan peninjauan (review) terhadap CFM Sekretariat Jenderal yang berkaitan 

dengan Pengelolaan Keuangan BLU. Apabila terdapat layanan atau tugas fungsi yang 

belum terakomodasi dalam CFM tersebut, unit kerja agar menginformasikannya kepada 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 
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7. Saat ini, Proses Bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) 

telah disusun hingga tingkatan Level 0, Level 1, Level 2, serta Peta Lintas Fungsi untuk 

Kantor Pusat. Sebagai langkah tindak lanjut guna mewujudkan Proses Bisnis yang 

komprehensif, perlu segera disusun Peta Lintas Fungsi pada Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) di lingkungan DJPU. 
8. Mekanisme penyusunan Peta Lintas Fungsi (Cross-Functional Map/CFM) dilaksanakan 

melalui tahapan sebagai berikut: 
a. Bimbingan Teknis 

1) Sosialisasi penyusunan Proses Bisnis (Probis); 
2) Penjelasan mekasnisme penyusunan Peta Lintas Fungsi (CFM); 
3) Pengumpulan data dukung yang diperlukan. 

b. Asistensi 
1) Pendalaman informasi (dilakukan selama proses penyusunan CFM); 
2) Penyusunan CFM secara teknis; 
3) Pemetaan (leveling) serta penomoran dokumen CFM. 

c. Finalisasi 
1) Finalisasi Peta Lintas Fungsi (CFM) dengan melibatkan Biro SDMO. 
2) Penyampaian usulan dokumen kepada Biro SDMO. 
3) Penetapan melalui Keputusan Direktur Jenderal (apabila diperlukan untuk 

kebutuhan spesifik). 
9. Unit kerja yang ditetapkan sebagai sampel dalam penyusunan ini adalah: 

a. Kantor UPBU: 
1) Kelas I Utama: Kantor UPBU Juwata Tarakan  
2) Kelas I: Kantor UPBU Kalimarau dan/atau Kantor UPBU Mutiara Sis Al-Jufri 
3) Kelas II: Kantor UPBU Komodo dan/atau  Kantor UPBU Binaka dan/atau Kantor 

UPBU Timika 
4) Kelas III: Kantor UPBU Harun Thohir dan/atau Kantor UPBU Dewadaru 

dan/atau Satuan Pelayanan BU Ngloram.  
b. Kantor OBU:  

1) Kelas Utama: Kantor OBU Wilayah I  
2) Kelas I: Kantor OBU Wilayah IV  
3) Kelas II: Kantor OBU Wilayah VII  

c. Balai – Balai:  
1) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan  
2) Balai Kesehatan Penerbangan  
3) Balai Teknik Penerbangan 

10. Penyusunan Peta Lintas Fungsi untuk Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) akan 

diselaraskan dengan rancangan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 

Tahun 2011 serta disinkronkan dengan Peta Lintas Fungsi Kantor Pusat karena adanya 

irisan dan keterkaitan tugas dan fungsi. 
11. Untuk Balai Teknik Penerbangan dan Balai Kesehatan Penerbangan yang telah 

menyusun Peta Lintas Fungsi, agar melakukan peninjauan ulang (review). Apabila 

terdapat perubahan, hasil tinjauan tersebut agar disampaikan kepada Bagian Organisasi 

dan Tata Laksana untuk dilakukan proses finalisasi. 
 

VI. TINDAK LANJUT 
1. Bagian Organisasi dan Tata Laksana akan menyusun Peta Lintas Fungsi (CFM) pada 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tetap melibatkan unit kerja terkait dalam proses 
penyusunannya. 

2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana akan melakukan peninjauan ulang (review) 
terhadap Peta Lintas Fungsi Kantor Pusat yang telah disusun sebelumnya. 
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3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan menjadi sampel agar memberikan data 
dukung yang diperlukan dalam penyusunan Peta Lintas Fungsi, yang meliputi: 
a. Struktur organisasi unit kerja; 
b. Tugas dan fungsi unit kerja berdasarkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan 

Tata Kerja; 
c. Rencana Strategis (Renstra) unit kerja; 
d. SDM yang memahami ruang lingkup tugas fungsi, serta penunjukan satu orang PIC 

bagi unit kerja yang terpilih sebagai sampel; 
e. Daftar dan dokumen SOP masing-masing unit kerja; 
f. Dokumen Peta Lintas Fungsi bagi unit kerja yang telah memilikinya; 
g. Uraian kegiatan yang selaras dengan rencana judul Peta Lintas Fungsi (bagi unit 

kerja terkait). 
4. Seluruh dokumen data dukung tersebut di atas agar diunggah melalui tautan 

bit.ly/ProsesBisnisDJPU paling lambat pada tanggal 6 Maret 2026 untuk dilakukan 

penelaahan atau penyusunan desain penyempurnaan proses bisnis. 

 
Jakarta, 24 Februari 2026 

 
 

Ketua Tim 

Organisasi dan Kompetensi Jabatan 

  

    Penyusun Laporan, 

 

 

     ${ttd_pengirim2} 

 

 
               ${nama_pengirim2} 
         NIP. ${nip_pengirim2} 

  

 

     ${ttd_pengirim1} 

 

 
   ${nama_pengirim1} 
        NIP. ${nip_pengirim1} 

   

Mengetahui, 

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 

 

      ${ttd_pengirim3} 

 

 

                                          ${nama_pengirim3} 

                                               NIP. ${nip_pengirim3} 

 
  

Ni Wayan Nindya Vrischikadevi, A.Md.
200006242022102002

${ttd1}

Khoironi, S.T., M.T.
197605172006041001

${ttd2}

Merosa Dwi Diayanti, S.Kom., M.T.

197303021998032001

${ttd3}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               8 / 9                               8 / 9



DOKUMENTASI 
 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://www.tcpdf.org


Nomor : UM.207/22/SDJ.REN/III/2026 Jakarta, 6 Maret 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persiapan Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2026

Yth.     Daftar Terlampir

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023
tentang  Manajemen Risiko  di  Lingkungan  Kementerian  Perhubungan,  hasil  kegiatan  Evaluasi
Implementasi dan Penyusunan Laporan Triwulan IV Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat
Jenderal  Perhubungan  Udara  serta  Nota  Dinas  Kepala  Bagian  Perencanaan  nomor:
35/REN/ND/2026  tanggal  3  Maret  2026  perihal  Upaya  Peningkatan  Kualitas  Implementasi
Manajemen Risiko di  Lingkungan Direktorat  Jenderal  Perhubungan Udara Tahun 2026,  maka
disampaikan bahwa akan dilaksanakan kegiatan koordinasi, penajaman dan penyelarasan sebagai
langkah awal dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2026 yang akan dilaksanakan
pada:

Hari/Tanggal :  Senin – Kamis, 9 – 12 Maret 2026 
Waktu :   Jadwal terlampir
Zoom Meeting : Meeting ID: 863 3689 3588 Passcode: MR2026
Tempat :   Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta

Jl. Hayam Wuruk No.36 37, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Jakarta, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10120

Acara      : Persiapan Penyusunan dokumen Manajemen Risiko Tahun 2026
Jadwal : Terlampir

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001Tembusan:

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Fax.   : 3505136 - 3505139
              3507144 - 34833369

Telepon : 350550 - 3505006
                  (Sentral)

Jl. Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

${ttd}
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Kepada Yth :

Luring :
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan, BPKP;

- Kementerian Perhubungan RI
1. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;
2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Daring :
1. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandara;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

No Proses Nama Jabatan Tanggal Para
f

1. Diperiksa Syaifullah Siregar Ketua Tim Evaluasi Kinerja dan Pengendalian Internal

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : UM.207/22/SDJ.REN/III/2026
Tanggal : 6 Maret 2026

${ttd}
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JADWAL ACARA
PERSIAPAN PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2026

HARI /
TANGGAL

WAKTU
( WIB )

ACARA Keterangan

Senin,  9
Maret
2026

08.00 – 08.30 Registrasi

08.30 – 09.00
Pembukaan
- Sambutan Sesditjen Perhubungan Udara / Pejabat yang mewakili

09.00 – 11.00

Paparan terkait penyelenggaraan MR dengan narasumber :
- BPKP
- Biro Perencanaan Kemenhub RI
- Bagian Organisasi dan Tata Laksana

11.00 – 12.00
Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR Tahun
2026 Wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan

12.00 – 13.00 Istirahat

13.00 – 17.00
Lanjutan Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR
Tahun 2026  Wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan

17.00 – 19.00 Ishoma

19.00 – 21.00
Lanjutan Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar  Penyusunan Dokumen MR
Tahun 2026 Wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan

Selasa, 10 
Maret 
2026

08.00 – 09.00 Registrasi

09.00 – 12.00
Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR Tahun
2026 Wilayah Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara

12.00 – 13.00 Istirahat

13.00 – 17.00
Lanjutan Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR
Tahun 2026 Wilayah Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara

17.00 – 19.00 Ishoma
19.00 – 21.00 Lanjutan Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar  Penyusunan Dokumen 

MR Tahun 2026 Wilayah Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara
Rabu, 11 
Maret 
2026

08.00 – 09.00 Registrasi

09.00 – 11.30
Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR Tahun
2026 Wilayah Papua dan Kantor Pusat

11.30 – 13.00 Istirahat

13.00 – 17.00
Lanjutan Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen MR
Tahun 2026 Wilayah Papua dan Kantor Pusat

17.00 – 19.00 Ishoma
19.00 – 21.00 Lanjutan Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen 

MR Tahun 2026 Wilayah Papua dan Kantor Pusat
Kamis, 12
Maret 
2026

09.00 – 12.00
Penyusunan Penajaman dan penyelarasan Proses Bisnis sebagai dasar Penyusunan Dokumen
MR Tahun 2026

12.00 – 13.00 Check-out

Catatan :
- Jadwal acara dapat berubah sewaktu waktu.
- Konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Ibu Sherly Selvianita (081210001302) dan Ibu Nurainun

(081317715662)

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : UM.207/22/SDJ.REN/III/2026
Tanggal : 6 Maret 2026
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Mendasari  Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2023  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap CPNS pada saat diangkat
menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji  Pegawai Negeri Sipil  (PNS).  Dalam rangka hal
dimaksud, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji
PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang akan dilaksanakan secara tatap
muka dan virtual pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 13 Maret 2026
Pukul : 09:00 WIB – selesai
Pengambil Sumpah : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Tempat : - Tatap Muka 

Ruang Rapat Mulawarman, Gedung Karsa
Kementerian Perhubungan

: - Virtual 
ID Meeting : 84880367531

      Passcode  : sumpahpns2026
Pakaian : Pakaian Korpri + Peci Hitam

Dapat disampaikan bahwa jumlah peserta pengambilan sumpah sebanyak 709 orang yang
terdiri  dari  12  orang  hadir  secara  fisik  dan  697  orang  hadir  secara  virtual  (terlampir  dalam
https://tinyurl.com/pesertasumpahpns2026).

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan tersebut, mohon kiranya kepada Kepala Unit Kerja
agar dapat memberikan ijin dan menugaskan pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti Pengambilan
Sumpah/Janji PNS.

Untuk  kelancaran  acara,  dimohon  agar  peserta  sumpah  hadir  1  (satu)  jam  sebelum
pelaksanaan kegiatan. Bagi pegawai yang disumpah secara virtual wajib memegang kitab suci
sesuai  dengan  agama  masing-masing.  Untuk  informasi  lebih  lanjut  dapat  menghubungi
narahubung  Miko  (082112110221),  Mahfur  (081287374286),  Johan  (081252324086),  Tonny
(081315384221), Naufal (081117797665), Hafiz (081212265922).

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

 
${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan :
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP.007/224/SDJ.SDM/2026 Jakarta, 11 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemanggilan  sumpah/janji  Pegawai  Negeri

Sipil (PNS)

Yth. Daftar Nama Terlampir

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
                   (Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
                 3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id
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Lampiran Surat Sekretaris Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara
Nomor : KP.007/224/SDJ.SDM/2026
Tanggal : 11 Maret 2026

Kepadar Yth :

1. Direktur Angkutan Udara;
2. Direktur Keamanan Penerbangan;
3. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah I;
5. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
6. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah II;
7. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah III;
8. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah IV;
9. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah V;

10. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah IX;
11. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VI;
12. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VII;
13. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VIII;
14. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah X;
15. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
16. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto;
17. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah;
18. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Wamena;
19. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau;
20. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Binaka;
21. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Cut Nyak Dhien;
22. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Douw Aturure;
23. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Fransiskus Xaverius Seda;
24. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Gusti Sjamsir Alam;
25. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II H. Asan;
26. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II H. Hasan Aroeboesman;
27. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Iskandar;
28. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Karel Sadsuitubun;
29. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Kasiguncu;
30. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Komodo;
31. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Lede Kalumbang;
32. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Mozes Kilangin;
33. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Nop Goliat Dekai;
34. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Pangsuma;
35. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Rahadi Osman;
36. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Rendani - Manokwari;
37. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin;
38. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Syukuran Aminuddin Amir;
39. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Tampa Padang;
40. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Tebelian;
41. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Umbu Mehang Kunda;
42. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III A.A Bere Tallo;
43. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Aek Godang;
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44. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Akimuga;
45. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Amahai;
46. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Andi Jemma;
47. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Arung Palakka;
48. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ayawasi;
49. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Babo;
50. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Bade;
51. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Bandaneira;
52. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Batom;
53. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Betoambari;
54. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Bilorai;
55. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Bintuni;
56. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Bokondini;
57. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Bomakia;
58. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Buli;
59. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Cakrabhuwana;
60. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabo;
61. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dabra;
62. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Datah Dawai;
63. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III David Constantijn Saudale;
64. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Depati Parbo;
65. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dewa Daru;
66. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dobo;
67. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Dr. Ferdinand Lumban;
68. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Elelim;
69. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Emalamo Sanana;
70. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Enarotali;
71. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ewer;
72. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Frans Sales Lega;
73. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Gamar Malamo;
74. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Gewayantana;
75. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III H. Aroepala;
76. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Haji Muhammad Sidik;
77. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Harun Thohir;
78. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Illu;
79. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Inanwatan;
80. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Japura;
81. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III John Becker;
82. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kambuaya;
83. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kamur;
84. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kebar;
85. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kepi;
86. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kimam;
87. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kokonau;
88. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kol. Robert Atty Bessing;
89. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kuabang;
90. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kuala Kurun;
91. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kuala Pembuang;
92. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo;
93. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lasikin;
94. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lasondre;
95. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Letung;
96. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Long Apung;
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97. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Maimun Saleh;
98. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mali;
99. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Malikussaleh;

100. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mararena;
101. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Marinda;
102. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Matahora;
103. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mathilda Batlayeri;
104. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Melak;
105. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Melonguane;
106. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Merdey;
107. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mindiptana;
108. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Morowali;
109. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Muara Bungo;
110. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Muko-Muko;
111. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Mulia;
112. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Naha;
113. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Namniwel;
114. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Namrole;
115. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Numfor;
116. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Nunukan;
117. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Oesman Sadik;
118. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Okaba;
119. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Oksibil;
120. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Pitu;
121. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Pogogul;
122. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Raja Haji Abdullah;
123. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rampi;
124. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Ranai, Natuna;
125. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Rembele;
126. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sangia Nibandera;
127. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Seko;
128. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Senggeh;
129. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Siboru;
130. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Silampari;
131. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Soa;
132. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Stevanus Rumbewas;
133. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sugimanuru;
134. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Bantilan;
135. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin;
136. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanah Merah;
137. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Api;
138. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tanjung Harapan;
139. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tardamu;
140. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Teminabuan;
141. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Teuku Cut Ali;
142. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tiom;
143. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Toraja;
144. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Trunojoyo;
145. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tumbang Samba;
146. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung;
147. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Utarom;
148. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Waghete;
149. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Wahai;
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150. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Wasior;
151. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Wunopito;
152. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring; dan
153. Pegawai yang disumpah.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

 
${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 
 

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 
Jakarta 10110 

 

Telepon : 3505550 – 3505006 
(Sentral) 

Fax : 3505136 – 3505139 
                  3507144 – 34833369 

Email : djpu151@kemenhub.go.id  
Website : hubud.kemenhub.go.id 

    

Nomor : ${nomor_naskah} Jakarta, ${tanggal_naskah} 

Klasifikasi : ${sifat}  

Hal : Pembukaan Program Beasiswa  

   Australia Awards Intake 2027 

 
 
Yth. 1. Para Direktur; 

2. Para Kepala Otoritas Bandar Udara; 
3. Para Kepala Balai; 
4. Para Kepala Bagian; 
5. Para Kepala Kantor UPBU. 
 
Di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

  
Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor: 

SM.205/1/1/BPSDMP/2026 tanggal 9 Maret 2026 hal Pembukaan Program Beasiswa 

Australia Awards Intake 2027, dengan hormat disampaikan bahwa Pemerintah Australia 

menyediakan kesempatan untuk memperoleh beasiswa dalam mengikuti Pendidikan 

pasca sarjana (Master/PhD) di institusi Pendidikan di Australia melalui program beasiswa 

Australia Awards Scholarships Intake 2027. 

 
Adapun persyaratan mengikuti seleksi beasiswa adalah sebagai berikut: 

1. Pegawai Kementerian Perhubungan yang berminat mengikuti seleksi beasiswa 

dimaksud harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 17 Tahun 2024 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Bagi pegawai Negeri Sipil dalam 

Bentuk Pendidikan melalui Mekanisme Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan dan memenuhi standar kompetensi yang relevan dengan jabatan; 

2. Memenuhi persyaratan, prosedur pendaftaran dan seleksi yang ditentukan oleh 

Australia Awards. Informasi, persyaratan dan pendaftaran program dimaksud 

dapat diakses melalui tautan https://oz.link/AAS. Pendaftaran program dimaksud 

dibuka sampai dengan tanggal 30 April 2026 pukul 11:00 WIB; 

3. Pencalonan peserta agar melampirkan berkas administrasi sebagai berikut: 

a. Salinan SK Pengangkatan PNS;  

b. Transkrip IPK Pendidikan sebelumnya; 

c. Sertifikat IELTS minimal skor 6.0/TOEFL ITP minimal skor 552/TOEFL iBT 

minimal skor 80/PTE Academic minimal skor 56) dan bukan merupakan 

sertifikat prediction test dengan masa berlaku maksimal 2 (dua) tahun pada 

tanggal 1 Januari 2027; 

d. Surat Permohonan Mengikuti Pendaftaran Beasiswa dan Perguruan Tinggi 

dari Kepala Kantor; 

e. Surat Persetujuan untuk Mengikuti Proses Pendaftaran Perguruan Tinggi 

dan/atau Beasiswa dari Kepala Kantor; 

f. Surat Pernyataan Tidak dalam Hukuman Disiplin; 

g. Konsep Nominating Agency Declaration dalam format Microsoft Word yang 

telah diisi. 

 
 

Seluruh…

SM.108/181/SDJ.SDM/2026 26 Maret 2026
Biasa
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Seluruh dokumen diunggah ke dalam tautan https://bit.ly/DaftarAAS_Intake2027. 

Informasi mengenai pengunggahan dokumen program dimaksud dapat menghubungi Sdri. Keke 

(087838759305). Batas akhir pengunggahan dokumen ke dalam tautan adalah 10 April 2026. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

 

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 

  
 
 
 ${ttd_pengirim} 

 

 

${nama_pengirim} 

  NIP. ${nip_pengirim} 
 

 

Tembusan: 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara 

 

Achmad Setiyo Prabowo

197408191995011001

${ttd}
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Menindaklanjuti  surat  Kepala  Pusat  Pengelolaan  Transportasi  Berkelanjutan  Nomor
PT.105/2/II/PPTB tanggal  9  April  2026  perihal  Permintaan  Laporan  Hasil  Pelaksanaan  Survei
Kepuasan  Masyarakat  Tahun  2026  di  Lingkungan  Kementerian  Perhubungan,  bersama  ini
disampaikan  bahwa setiap  Unit  Penyelenggara  Pelayanan  Publik  berkewajiban  melaksanakan
evaluasi  terhadap  kualitas  pelayanan  publik  sebagai  bagian  dari  upaya  peningkatan  kinerja
pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara untuk menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat  (SKM) Triwulan I,  II,  III,  dan IV Tahun 2026.  Laporan disampaikan dalam bentuk
softcopy melalui tautan: https://bit.ly/LaporanSKMTahun2026 paling lambat tanggal 10 pada setiap
triwulan.

Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung Sdri. Nina Lestari (0852 2839
0650) dan Sdr. Aldafi (0851 5636 1183).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

 
${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Nomor : PT.105/330/SDJ.OTL/2026 Jakarta, 12 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan

Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)
Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2026

Yth. 1. Para Direktur;
2. Para Kepala Balai;
3. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
4. Para Kepala Kantor UPBU.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
                   (Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
                 3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id
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Menindaklanjuti State Letter Nomor: TC 2/3.56 ESP/25/002-26/31 tanggal 27 April 2026
perihal  ITAerea-ICAO  Developing  Countries  Scholarship  Programme  2026,  dengan  hormat
disampaikan penawaran ITAerea-ICAO Developing Countries Scholarship Programme 2026 untuk
beberapa jenis program Master dan Diploma (penawaran terlampir). 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bagi pegawai yang berminat memanfaatkan tawaran
dimaksud dapat segera mengusulkan diri dengan mengisi formulir terlampir dan disampaikan ke
Bagian Sumber Daya Manusia guna proses seleksi dan penandatanganan Endorsment oleh Direktur
Jenderal Perhubungan Udara untuk nanti selanjutnya berlanjut ke pendaftaran secara online melalui
situs  http://www.itaerea.com/icaoscholarships.  Batas  akhir  pengusulan   diharapkan  1  minggu
sebelum batas deadline pendaftaran.
 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal

     ${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : SM.205/100/DJPU.SDM/2026 Jakarta, 1 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Penawaran  ITAerea-ICAO  Developing

Countries Scholarship Programme 2026

Yth. 1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Bagian;
5. Para Kepala Kantor UPBU

di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
                   (Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
                 3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Dalam rangka optimalisasi pengelolaan informasi dan publikasi digital di lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara dan tindak lanjut pengembangan microsite sebagai media publikasi
resmi unit kerja yang terintegrasi melalui Indonesia Civil Aviation Portal (ICAP), serta dalam rangka
persiapan penilaian AKIP, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Microsite Unit Penyelenggara Bandar Udara, yang
akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin / 11 Mei 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Zoom Meeting

  Meeting ID : 879 6089 4596
: Passcode : microsite

Pimpinan Rapat : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau yang mewakili

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya unit kerja dapat menugaskan pegawai/admin
yang  menangani  pengelolaan  website  atau  publikasi  informasi  (kehumasan)  untuk  mengikuti
kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

 

${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

 Nomor : UM.207/420/SDJ.OTL/2026 Jakarta, 8 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Undangan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Modul Microsite UPBU

Yth. 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
                   (Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
                 3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

 

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 
Jakarta 10110 
 

Telepon : 3505550 – 3505006 
                   (Sentral) 
Fax : 3505136 – 3505139 
                 3507144 – 34833369 

Email : djpu151@kemenhub.go.id  
Website : hubud.kemenhub.go.id 

    

 

Nomor : ${nomor_naskah}  Jakarta, ${tanggal_naskah} 
Klasifikasi : Biasa 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Hal  : Penyampaian Surat Edaran Menteri Perhubungan  
   Nomor SE-PHB 2 TAHUN 2026 Tentang Penggunaan  
  Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara 
 
 
Yth.  1. Para Kepala Balai; 
 2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara; 
 3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara 
 
 

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Umum Nomor : UM.106/1/2/STJ/2026 
tanggal 21 Mei 2026 Hal Penyampaian Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 
SE-PHB 2 TAHUN 2026 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur 
Sipil Negara, dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan 
keseragaman, kerapian dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara disampaikan beberapa hal sebagai 
berikut: 

 
1. Surat Edaran Nomor SE 19 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai 

Kementerian Perhubungan dan Surat Edaran Nomor SE-SKJ 1 Tahun 2026 
tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan dinyatakan tidak berlaku; 

2. Telah diterbitkan Surat Edaran atas nama Menteri Perhubungan Nomor         
SE-PHB 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai 
pengganti atas surat edaran sebagaimana tersebut pada angka 1; 

3. Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI mengacu pada surat edaran 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang 
Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI di Lingkungan Instansi Pusat 
dan Instansi Daerah; 

4. Penggunaan pakaian dinas bagi pegawai ASN yang melaksanakan tugas 
administratif sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Edaran 
sebagaimana tersebut pada angka 2, sedangkan bagi pegawai ASN yang 
bertugas di operasional/lapangan agar mengenakan pakaian dinas 
operasional/lapangan pada masing-masing unit organisasi serta tetap 
mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku. 

5. Pimpinan Unit Kerja agar menyampaikan ketentuan tersebut kepada seluruh 
pegawai ASN di lingkungan kerja masing-masing serta melakukan 
pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penggunaan pakaian 
dinas. 
 
 
 
 
 
 
 

UM.106/475/SDJ.HMU/2026 26 Mei 2026
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Surat 

Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE-PHB 2 TAHUN 2026 Tentang 
Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk dilaksanakan 
dan dipedomani sebagaimana ketentuan yang disampaikan di atas. 

 
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

                                              
 

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perhubungan Udara 
Plt. Kepala Bagian Humas dan Umum 
 
 
 
       ${ttd_pengirim} 
 

 
Endah Purnama Sari 
NIP. 19680704 199503 2 001 

Tembusan : 
1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara; 
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 

 

 
 
 
 
 
 

${ttd}
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Menindaklanjuti  amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
serta  Peraturan Menteri  PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM,
disampaikan  bahwa  seluruh  instansi  pemerintah  diharapkan  melaksanakan  Survei  Kepuasan
Masyarakat (SKM) sebagai alat ukur kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan internal di lingkungan Sekretariat Direktorat
Jenderal  Perhubungan Udara,  bersama ini  disampaikan bahwa Sekretariat  Direktorat  Jenderal
Perhubungan Udara akan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan
internal yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara, yang meliputi:
1. Pelayanan Pengelolaan terkait Bagian Sumber Daya Manusia;
2. Pelayanan Pengelolaan terkait Bagian Hukum dan Kerja Sama;
3. Pelayanan Pengelolaan terkait Bagian Keuangan;
4. Pelayanan Pengelolaan terkait Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
5. Pelayanan Pengelolaan terkait Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum; dan
6. Pelayanan Pengelolaan terkait Bagian Perencanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat
Jenderal  Perhubungan Udara agar  berpartisipasi  dalam pelaksanaan survei  dimaksud dengan
mengisi  kuesioner  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  melalui  tautan
https://skm.dephub.go.id/ly/cZnTzb0M paling  lambat  tanggal  30  Juni  2026  dengan  jumlah
responden minimal 6 (enam) orang untuk setiap unit organisasi.

Hasil survei ini akan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelayanan
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Pelaksanaan dan hasilnya akan dipantau oleh
Pusat  Pengelolaan Transportasi  Berkelanjutan,  Kementerian Perhubungan sebagai  bagian dari
upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan
prima.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,
 

${ttd}
 

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Nomor : PT.105/499/SDJ.OTL/2026 Jakarta, 3 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) halaman
Perihal : Partisipasi Pengisian Kuesioner SKM Layanan

Internal  Sekretariat  Direktorat  Jenderal
Perhubungan Udara Bulan Juni 2026

Yth. (Periksa Alamat Terlampir)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
                   (Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
                 3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id
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Lampiran Surat Sesditjen Perhubungan Udara
Nomor : PT.105/499/SDJ.OTL/2026
Tanggal : 3 Juni 2026

Kepada Yth.:
1. Kepala Kantor UPBU Kelas II Mozes Kilangin;
2. Kepala Kantor UPBU Kelas II Nop Goliat Dekai;
3. Kepala Kantor UPBU Kelas II Rendani;
4. Kepala Kantor UPBU Kelas III Maimun Saleh;
5. Kepala Kantor UPBU Kelas III Lasikin;
6. Kepala Kantor UPBU Kelas III Teuku Cut Ali;
7. Kepala Kantor UPBU Kelas III Malikussaleh;
8. Kepala Kantor UPBU Kelas III Rembele;
9. Kepala Kantor UPBU Kelas III Aek Godang;
10. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mentawai;
11. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo;
12. Kepala Kantor UPBU Kelas III Letung;
13. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ranai;
14. Kepala Kantor UPBU Kelas III Raja Haji Abdullah;
15. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai;
16. Kepala Kantor UPBU Kelas III Japura;
17. Kepala Kantor UPBU Kelas III Depati Parbo;
18. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dr. Ferdinand Lumban Tobing;
19. Kepala Kantor UPBU Kelas III Lasondre;
20. Kepala Kantor UPBU Kelas III Muara Bungo;
21. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mukomuko;
22. Kepala Kantor UPBU Kelas III Silampari;
23. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung;
24. Kepala Kantor UPBU Kelas III Cakrabhuwana;
25. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dewadaru;
26. Kepala Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo;
27. Kepala Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir;
28. Kepala Kantor UPBU Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin;
29. Kepala Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega;
30. Kepala Kantor UPBU Kelas III A.A. Bere Tallo.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

 

${ttd}
 

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001
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Menindaklanjuti  Surat Inspektur Jenderal, Nomor: KP.904/3/4/ITJEN/2026 tanggal 8 Juni
2026,  Perihal  Penguatan  Integritas,  Pencegahan  dan  Pemberantasan  di  Lingkungan
Kementerian Perhubungan, dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memperkuat nilai-nilai jajaran integritas dan
antikorupsi, diperlukan komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari seluruh jajaran pimpinan dan
pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan adanya perhatian dan dukungan dari
pimpinan unit kerja  di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk menegaskan
kembali  komitmen terhadap nilai-nilai  integritas  dan antikorupsi  kepada seluruh  pegawai  di
lingkungan unit kerja masing-masing melalui beberapa upaya sebagai berikut:
1. Senantiasa  menjadi  teladan  (role  model) dalam  penerapan  nilai-nilai  integritas,

profesionalisme,  akuntabilitas,  dan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  perundang-undangan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan unit kerja dan
tidak terbatas pada:
a. Penguatan pengendalian intern;
b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses bisnis;
c. Penerapan manajemen risiko, termasuk identifikasi dan mitigasi risiko fraud;
d. Pengelolaan konflik kepentingan;
e. Pengendalian gratifikasi;
f. Pengelolaan pengaduan masyarakat secara efektif;
g. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas.

3. Melakukan  langkah-langkah  pemberantasan  korupsi  secara  tegas  sesuai  kewenangan
apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penyimpangan, atau praktik koruptif, serta segera
berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Melakukan  internalisasi  dan  penguatan  budaya  integritas  secara  berkelanjutan  kepada
seluruh pegawai di unit kerja masing-masing melalui  pengarahan apel setiap hari Senin,
serta melalui berbagai media dan forum komunikasi, antara lain apel kedinasan lainnya, rapat
manajemen,  sosialisasi,  pembinaan  pegawai,  maupun  kegiatan  lainnya  yang  relevan.
Pesan-pesan yang dapat disampaikan kepada seluruh pegawai, di antaranya:

Nomor : KP.904/535/SDJ.SDM/2026 Jakarta, 15 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Penguatan  Integritas,  Pencegahan  dan

Pemberantasan  Korupsi  di  Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Yth. 1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
5. Para Kepala Bagian di lingkungan Setditjen Perhubungan Udara.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
                   (Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
                 3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id
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a. Senantiasa  menjunjung  nilai-nilai  integritas,  profesionalisme,  akuntabilitas,  dan
pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;

b. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme;
c. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung, berupa

suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

d. Menghindari  dan melaporkan potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanaan tugas;

e. Melaporkan apabila mengehatui adanya dugaan pelanggaran atau tindak pidana korupsi
melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

5. Memastikan bahwa penguatan integritas dan pencegahan korupsi  menjadi  bagian yang
melekat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari  serta menjadi komitmen bersama seluruh
jajaran pegawai.

Upaya  penguatan  integritas,  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  memerlukan
komitmen yang kuat dari seluruh pimpinan dan pegawai sehingga diharapkan peran aktif seluruh
pimpinan untuk terus membangun lingkungan kerja yang bersih, professional dan bebas dari
praktik korupsi guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Perhubungan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal

        ${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara
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Dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial (SJIG)
Tahun  2026  di  lingkungan  Kementerian  Perhubungan,  bersama  ini  kami  sampaikan  bahwa
Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Udara  perlu  melengkapi  data  dukung  sebagai  bagian  dari
pemenuhan indikator penilaian.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu agar dapat menyampaikan
data dan/atau dokumen pendukung apabila tersedia, sesuai dengan indikator berikut:

1. Pengisian  daftar  perangkat  survei  atau  pengumpulan  data  geospasial  dan  unggah  bukti
kegiatan  penggunaannya  (peralatan  pengukuran  dan  laporan  pekerjaan  atau  dokumen
pendukung lainnya) melalui tautan: https://lnk.dephub.go.id/peralatangeospasial;

2. Pengisian  daftar  perangkat  lunak  pengolah  data  geospasial  melalui  tautan:
https://lnk.dephub.go.id/perangkatlunak;

3. Sertifikat  Kompetensi  SDM  Kebumian  bagi  pegawai  yang  memiliki  kompetensi  di  bidang
geospasial agar diunggah melalui tautan: 
https://lnk.dephub.go.id/Sertifikat_Kompetensi_SDM_Kebumian.

Untuk  mendukung  kelancaran  proses  penilaian,  kami  mohon  agar  data  dan  dokumen
dimaksud dapat disampaikan paling lambat tanggal 03 Juli 2026. Untuk informasi lebih lanjut, dapat
menghubungi Sdr. Muhamad Rizky Kurniawan pada nomor 0813-8310-2950.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris  Direktorat  Jenderal
Perhubungan Udara

${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Nomor : TI.201/576/SDJ.OTL/2026 Jakarta, 29 Juni 2026
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Permintaan Data Dukung Penilaian Kinerja

Simpul  Jaringan  Informasi  Geospasial
Tahun 2026

Yth. Daftar Terlampir.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
                   (Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
                 3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id
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Lampiran Surat Sesditjen Perhubungan Udara
Nomor : TI.201/576/SDJ.OTL/2026
Tanggal : 29 Juni 2026

Kepada Yth.:
1. Direktur Bandar Udara;
2. Direktur Navigasi Penerbangan;
3. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X;
4. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
5. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
6. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Sekretaris  Direktorat  Jenderal
Perhubungan Udara

${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

 

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 
Jakarta 10110 
 

Telepon : 3505550 – 3505006 
                   (Sentral) 
Fax : 3505136 – 3505139 
                 3507144 – 34833369 

Email : djpu151@kemenhub.go.id  
Website : hubud.kemenhub.go.id 

    

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan 
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Surat Kepala 
Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Nomor PT.105/3/25/PPTB/2026 tanggal 30 Juni 
2026 perihal Sosialisasi Forum Konsultasi Publik dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan 
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), bersama ini disampaikan agar setiap Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 
sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Sehubungan dengan hal tersebut, agar seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 
melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dengan melibatkan pengguna layanan dan pemangku kepentingan. Forum 
Konsultasi Publik (FKP) dapat diselenggarakan secara luring, daring, maupun hybrid. 

2. Menentukan tema Forum Konsultasi Publik berdasarkan kebutuhan dan isu pelayanan 
publik pada unit kerja masing-masing, antara lain hasil Survei Kepuasan Masyarakat 
(SKM), pengelolaan pengaduan, hasil evaluasi pelayanan publik, penyusunan kebijakan 
pelayanan publik, pelayanan bagi kelompok rentan, atau tema lain yang relevan. 

3. Menyusun Berita Acara, Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, dan Laporan 
Tindak Lanjut sesuai format yang telah ditetapkan. Template dokumen dapat diunduh 
melalui tautan https://bit.ly/templatefkp. 

4. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) kepada Sekretaris 
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara paling lambat tanggal 20 Oktober 2026. 

Untuk informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan dan penyampaian Laporan Forum Konsultasi 
Publik (FKP) Tahun 2026 dapat menghubungi narahubung Sdri. Nina Lestari (085228390650) atau 
Sdri. Aldafi (085156361183) 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 
 

Sekretaris Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara, 

   
 
 ${ttd_pengirim} 
  
 

${nama_pengirim} 
NIP. ${nip_pengirim}

Nomor : ${nomor_naskah} Jakarta, ${tanggal_naskah} 
Sifat : ${sifat}  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan dan Penyampaian Laporan Forum 

Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 
 

 
Yth. 1. Para Direktur; 

2. Para Kepala Balai; 
3. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara; dan 
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara 
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 

PT.105/650/SDJ.OTL/2026 15 Juli 2026
Biasa

Achmad Setiyo Prabowo
197408191995011001

${ttd}
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3811308
Ext. 5011
       5013

Fax : 3505135 – 3505139
3507144

Nomor : SM.301/364/SDJ.SDM/2026        Jakarta, 16 Juli 2026
Kualifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Hal : Evaluasi Pasca Pelatihan Tahun 2026

di lingkungan PPSDMAP

Yth. (Daftar Nama Terlampir)

Menindaklanjuti  Surat  dari  Kepala  Pusat  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Aparatur
Perhubungan (PPSDMAP) Nomor  SM.301/1/9/PPSDMAP/2026 perihal  Evaluasi  Pasca Pelatihan Tahun
2026, bersama ini kami meneruskan informasi kepada seluruh Alumni Pelatihan PPSDMAP Tahun Anggaran
2025 beserta Atasan Langsung masing-masing Unit Kerja.

Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelatihan terhadap peningkatan kinerja
alumni, serta sebagai dasar perbaikan mutu program pendidikan dan pelatihan ke depannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat melakukan pengisian kuesioner yang
dilaksanakan pada:

 Hari / Tanggal: Rabu s.d. Sabtu, 8 s.d. 18 Juli 2026
 Media / Platform: Evaluasi Pasca Pelatihan - Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan

Tata  cara  pengisian  survei  telah  kami  sertakan  pada  dokumen  lampiran  surat ini.  Jika  Bapak/Ibu
mengalami  kendala  teknis  dalam  pengisian  LMS,  silakan  menghubungi  narahubung:  Sdr.  Rizal
(089516690780).

Mengingat pentingnya evaluasi ini bagi Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, mohon kerja
samanya untuk dapat menyelesaikan pengisian kuesioner sebelum batas waktu yang ditentukan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Plh. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia

         ${ttd}

Gyma Ramadhani
NIP.: 198306132008122001

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Yth. :
1. Direktur Angkutan Udara;
2. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
3. Direktur Bandar Udara;
4. Direktur Keamanan Penerbangan;
5. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
6. Direktur Navigasi Penerbangan;
7. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
8. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
9. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum;
10. Kepala Bagian Hukum Dan Kerja Sama;
11. Kepala Bagian Keuangan;
12. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
13. Kepala Bagian Perencanaan;
14. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia;
15. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Wilayah I Soekarno Hatta;
16. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
17. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III;
18. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
19. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX;
20. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V;
21. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI;
22. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII;
23. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII;
24. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X;
25. Kepala Kantor UPBU Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto;
26. Kepala Kantor UPBU Kelas I Djalaluddin;
27. Kepala Kantor UPBU Budiarto;
28. Kepala Kantor UPBU Kelas I Domine Eduard Osok Sorong;
29. Kepala Kantor UPBU Kelas I Haluoleo;
30. Kepala Kantor UPBU Kelas I Kalimarau;
31. Kepala Kantor UPBU Kelas I Mopah;
32. Kepala Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata;
33. Kepala Kantor UPBU Kelas I Wamena;
34. Kepala Kantor UPBU Kelas II Binaka;
35. Kepala Kantor UPBU Kelas II Cut Nyak Dhien Nagan Raya;
36. Kepala Kantor UPBU Kelas II Douw Aturure;
37. Kepala Kantor UPBU Kelas II Fransiskus Xaverius Seda;
38. Kepala Kantor UPBU Kelas II Gusti Sjamsir Alam;
39. Kepala Kantor UPBU Kelas II H. Asan;
40. Kepala Kantor UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman;
41. Kepala Kantor UPBU Kelas II Iskandar;
42. Kepala Kantor UPBU Kelas II Karel Sadsuitubun;
43. Kepala Kantor UPBU Kelas II Kasiguncu;
44. Kepala Kantor UPBU Kelas II Komodo;
45. Kepala Kantor UPBU Kelas II Lede Kalumbang;
46. Kepala Kantor UPBU Kelas II Mozes Kilangin;
47. Kepala Kantor UPBU Kelas II Nop Goliat Dekai;
48. Kepala Kantor UPBU Kelas II Pangsuma;
49. Kepala Kantor UPBU Kelas II Rahadi Oesman;
50. Kepala Kantor UPBU Kelas II Rendani;
51. Kepala Kantor UPBU Kelas II Sultan Muhammad Salahuddin;
52. Kepala Kantor UPBU Kelas II Syukuran Aminuddin Amir;
53. Kepala Kantor UPBU Kelas II Tampa Padang;
54. Kepala Kantor UPBU Kelas II Tebelian;
55. Kepala Kantor UPBU Kelas II Umbu Mehang Kunda;
56. Kepala Kantor UPBU Kelas III A. A. Bere Tallo;
57. Kepala Kantor UPBU Kelas III Aek Godang;
58. Kepala Kantor UPBU Kelas III Akimuga;
59. Kepala Kantor UPBU Kelas III Amahai;
60. Kepala Kantor UPBU Kelas III Andi Jemma;
61. Kepala Kantor UPBU Kelas III Arung Palakka;
62. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ayawasi;
63. Kepala Kantor UPBU Kelas III Babo;
64. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bade;

Lampiran I Surat Sesditjen Perhubungan Udara
Nomor    : SM.301/364/SDJ.SDM/2026
Tanggal  : 16 Juli 2026
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65. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bandaneira;
66. Kepala Kantor UPBU Kelas III Batom;
67. Kepala Kantor UPBU Kelas III Betoambari;
68. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bilorai;
69. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bintuni;
70. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bokondini;
71. Kepala Kantor UPBU Kelas III Bomakia;
72. Kepala Kantor UPBU Kelas III Buli;
73. Kepala Kantor UPBU Kelas III Cakrabhuwana;
74. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabo;
75. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dabra;
76. Kepala Kantor UPBU Kelas III Datah Dawai;
77. Kepala Kantor UPBU Kelas III David Constantijn Saudale;
78. Kepala Kantor UPBU Kelas III Depati Parbo;
79. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dewadaru;
80. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dobo;
81. Kepala Kantor UPBU Kelas III Dr. Ferdinand Lumbantobing;
82. Kepala Kantor UPBU Kelas III Elelim;
83. Kepala Kantor UPBU Kelas III Emalamo;
84. Kepala Kantor UPBU Kelas III Enarotali;
85. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ewer;
86. Kepala Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega;
87. Kepala Kantor UPBU Kelas III Gamar Malamo;
88. Kepala Kantor UPBU Kelas III Gewayantana;
89. Kepala Kantor UPBU Kelas III H. Aroeppala;
90. Kepala Kantor UPBU Kelas III Haji Muhammad Sidik;
91. Kepala Kantor UPBU Kelas III Harun Thohir;
92. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga;
93. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilu;
94. Kepala Kantor UPBU Kelas III Inanwatan;
95. Kepala Kantor UPBU Kelas III Japura;
96. Kepala Kantor UPBU Kelas III John Becker;
97. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kambuaya;
98. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kamur;
99. Kepala Kantor UPBU Kelas III Karubaga;
100. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kebar;
101. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kepi;
102. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kimaam;
103. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kokonao;
104. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kol. Robert Atty Bessing;
105. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kuabang;
106. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kuala Kurun;
107. Kepala Kantor UPBU Kelas III Kuala Pembuang;
108. Kepala Kantor UPBU Kelas III Lagaligo;
109. Kepala Kantor UPBU Kelas III Larat;
110. Kepala Kantor UPBU Kelas III Lasikin;
111. Kepala Kantor UPBU Kelas III Lasondre;
112. Kepala Kantor UPBU Kelas III Letung;
113. Kepala Kantor UPBU Kelas III Long Apung;
114. Kepala Kantor UPBU Kelas III Maimun Saleh;
115. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mali;
116. Kepala Kantor UPBU Kelas III Malikussaleh;
117. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mararena;
118. Kepala Kantor UPBU Kelas III Marinda;
119. Kepala Kantor UPBU Kelas III Matahora;
120. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mathilda Batlayeri;
121. Kepala Kantor UPBU Kelas III Melalan;
122. Kepala Kantor UPBU Kelas III Melonguane;
123. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mentawai;
124. Kepala Kantor UPBU Kelas III Merdey;
125. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mindiptanah;
126. Kepala Kantor UPBU Kelas III Moanamani;
127. Kepala Kantor UPBU Kelas III Morowali;
128. Kepala Kantor UPBU Kelas III Muara Bungo;
129. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mukomuko;
130. Kepala Kantor UPBU Kelas III Mulia;
131. Kepala Kantor UPBU Kelas III Naha;
132. Kepala Kantor UPBU Kelas III Namniwel;
133. Kepala Kantor UPBU Kelas III Namrole;
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134. Kepala Kantor UPBU Kelas III Nangapinoh;
135. Kepala Kantor UPBU Kelas III Numfor;
136. Kepala Kantor UPBU Kelas III Nunukan;
137. Kepala Kantor UPBU Kelas III Oesman Sadik;
138. Kepala Kantor UPBU Kelas III Okaba;
139. Kepala Kantor UPBU Kelas III Oksibil;
140. Kepala Kantor UPBU Kelas III Pitu;
141. Kepala Kantor UPBU Kelas III Pogogul;
142. Kepala Kantor UPBU Kelas III Raja Haji Abdullah;
143. Kepala Kantor UPBU Kelas III Rampi;
144. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ranai;
145. Kepala Kantor UPBU Kelas III Rembele;
146. Kepala Kantor UPBU Kelas III Sanggu;
147. Kepala Kantor UPBU Kelas III Sangia Nibandera;
148. Kepala Kantor UPBU Kelas III Seko;
149. Kepala Kantor UPBU Kelas III Senggeh;
150. Kepala Kantor UPBU Kelas III Siboru;
151. Kepala Kantor UPBU Kelas III Silampari;
152. Kepala Kantor UPBU Kelas III Soa;
153. Kepala Kantor UPBU Kelas III Stevanus Rumbewas;
154. Kepala Kantor UPBU Kelas III Sugimanuru;
155. Kepala Kantor UPBU Kelas III Sultan Bantilan;
156. Kepala Kantor UPBU Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin;
157. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tanah Merah;
158. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tanjung Api;
159. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tanjung Harapan;
160. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tardamu;
161. Kepala Kantor UPBU Kelas III Teminabuan;
162. Kepala Kantor UPBU Kelas III Teuku Cut Ali;
163. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tiom;
164. Kepala Kantor UPBU Kelas III Toraja;
165. Kepala Kantor UPBU Kelas III Trunojoyo;
166. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tuanku Tambusai;
167. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tumbang Samba;
168. Kepala Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung;
169. Kepala Kantor UPBU Kelas III Utarom;
170. Kepala Kantor UPBU Kelas III Waghete;
171. Kepala Kantor UPBU Kelas III Wahai;
172. Kepala Kantor UPBU Kelas III Wasior;
173. Kepala Kantor UPBU Kelas III Wunopito;
174. Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuval Semaring;
175. Kepala Kantor UPBU Khusus Ibu Kota Nusantara.

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Plh. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia

         ${ttd}

Gyma Ramadhani
NIP.: 198306132008122001
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Nomor : UM.001/214/DJPU/2026            Jakarta, 22 Juli 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penggunaan Aplikasi SRIKANDI.

Yth. 1. Para Direktur;
2. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
4. Para Kepala Balai;
5. Para Kepala Bagian.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4

Tahun  2021  tentang  Pedoman  Penerapan  Sistem  Informasi  Kearsipan  Dinamis  Terintegrasi

(SRIKANDI), dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: SE-PHB 4 Tahun 2024 Tentang

Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) serta sebagai

upaya mendukung percepatan transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dengan ini disampaikan

hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2026, seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal

Perhubungan  Udara  Wajib menggunakan  Aplikasi  SRIKANDI  secara  penuh  dalam

penyelenggaraan tata naskah dinas, baik untuk korespondensi internal maupun eksternal.

2. Aplikasi  SRIKANDI  dapat  diakses  melalui  tautan  https://srikandi.arsip.go.id/ menggunakan

akun yang telah diberikan oleh Administrator SRIKANDI pada Unit Kearsipan.

3. Pimpinan  unit  kerja  agar  memastikan  seluruh  pegawai,  pengelola  tata  usaha,  pengelola

persuratan,  pengelola  kearsipan  dan  administrator  SRIKANDI  di  unit  kerjanya  telah

menggunakan aplikasi secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Bagian  Hubungan  Masyarakat  dan  Umum  akan  melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi

terhadap tingkat kepatuhan penggunaan Aplikasi SRIKANDI pada seluruh unit kerja secara

berkala,  serta menyampaikan hasil  pelaksanaannya kepada Sekretaris Direktorat  Jenderal

Perhubungan Udara.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
                   (Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
                 3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id
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5. Penggunaan naskah dinas secara konvensional hanya diperkenankan dalam kondisi sebagai

berikut:

a.   Terjadi gangguan pada sistem elektronik yang telah diumumkan secara resmi oleh Arsip

Nasional Republik Indonesia;

b. Naskah dinas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban administrasi keuangan; dan

c. Kondisi  tertentu  yang  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan

mengharuskan penandatanganan secara konvensional, antara lain Perjanjian kerja Sama

dan naskah dinas yang bersifat rahasia.

6. Penggunaan  Aplikasi  SRIKANDI  secara  penuh  diharapkan  dapat  menjamin  kelancaran

penyampaian  naskah  dinas,  meningkatkan  akuntabilitas  penyelenggaraan  administrasi

pemerintahan, serta menghindari keterlambatan maupun tidak tersampaikannya surat dinas

akibat penggunaan mekanisme korespondensi di luar aplikasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal

                             ${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
197408191995011001

Tembusan :
Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II 
 
JL. BANDAR UDARA                Telepon :   Email : 
MEDAN BARU KUALANAMU           061-8888 0360                              otban_wil.ii@dephub.go.id 
DELI SERDANG   20552 061-8888 0544   otbanwil2@gmail.com 

  
 
 
 

Nomor : ${nomor_naskah}                  ${tanggal_naskah} 
Klasifikasi : Biasa 
Lampiran : Tiga halaman 
Hal  : Pemberitahuan Pengawasan Keselamatan  

  dan Pelayanan Operasi Aerodrome 
 

Yth.  Periksa Alamat Terlampir 

 

Mendasari : 
1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 41 Tahun 2011 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara; 
2. Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Nomor: SK-KOBU.II 2 Tahun 

2026 Tentang Tim Kerja Pengawasan Terhadap Keselamatan, Keamanan, Dan Pelayanan 
Penerbangan Di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II; 

3. Nota Dinas Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Nomor: 252/KOBU.II/ND/2026 
tanggal 10 Agustus 2026 Perihal Revisi ke-2 Jadwal Kegiatan Pengawasan Terhadap 
Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan Penerbangan di Wilayah Kerja Kantor Otoritas 
Bandar Udara Wilayah II. 

dengan ini disampaikan bahwa Inspektur Bandar Udara Kantor Otoritas Bandar Udara 
Wilayah II akan melaksanakan kegiatan Pengawasan Keselamatan operasi Aerodrome 
dengan surat tugas Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II sebagaimana lokasi dan 
jadwal terlampir. 

Untuk kelancaran kegiatan dimaksud, diminta agar menyiapkan data dan informasi terkait 
pengoperasian dan pelayanan aerodrome dalam rangka pemenuhan standar keselamatan dan 
pelayanan serta menugaskan pejabat atau personil yang berwenang untuk mendampingi 
selama pelaksanaannya. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. 

 Kepala Kantor 
Otoritas Bandar Udara Wilayah II  
 
 
 
       ${ttd_pengirim}  
 
 
 
${nama_pengirim}  
NIP. ${nip_pengirim} 

Tembusan:  
Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud. 
 

AU.106/389/KOBU.II/2026 14 Agustus 2026

Dr. Asri Santosa, S.T., M.T
197107061993011001

${ttd}
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Lampiran 1. Surat Kepala Kantor 
Otoritas Bandar Udara Wilayah II 
Nomor     : ${nomor_naskah} 
Tanggal   : ${tanggal_naskah} 

 
 
Kepada Yth. 
1. Direktur Politeknik Penerbangan Medan; 
2. Koordinator Bandar Udara Sultan Syarif Haroen Setia Negara; 
3. Kepala Kantor UPBU Letung; 
4. Kepala Kantor UPBU Rembele; 
5. Kepala Kantor UPBU Dabo; 
6. Kepala Kantor Satuan Pelayanan Bandar Udara Sibisa. 
 

 Kepala Kantor 
Otoritas Bandar Udara Wilayah II  
 
 
 
       ${ttd_pengirim}  
 
 
 
${nama_pengirim}  
NIP. ${nip_pengirim} 

 
Tembusan: 
Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU.106/389/KOBU.II/2026
14 Agustus 2026

Dr. Asri Santosa, S.T., M.T
197107061993011001

${ttd}
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Lampiran 2. Surat Kepala Kantor 
Otoritas Bandar Udara Wilayah II 
Nomor     : ${nomor_naskah} 
Tanggal   : ${tanggal_naskah} 

 
 
Sehubung dengan kegiatan tersebut , perlu di sampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Ruang lingkup pengawasan Sertifikasi dan pengawasan keselamatan operasi bandar 

udara : 
a. Penyelenggaraan Administrasi Bandar Udara 
b. Akses ke dalam daerah pergerakan 
c. Pemeliharaan daerah pergerakan 
d. Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) 
e. Manajemen bahaya hewan liar (Wildlife Hazard Management) 
f. Alat bantu visual dan sistem kelistrikan 
g. Pemeriksaan di daerah pergerakan dan obstacle limitation surface 
h. Sistem Pelaporan 

2. Ruang lingkup pengawasan  Registrasi dan pengawasan keselamatan operasi bandar 
udara : 
a. Penyelenggaraan Administrasi Bandar Udara  
b. Pemeliharaan daerah pergerakan 
c. Pemeriksaan di daerah pergerakan dan obstacle limitation surface 
d. Sistem Pelaporan 
e. Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) 
f. Manajemen bahaya hewan liar (Wildlife Hazard Management) 

3. Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektur Bandar Udara. 
 

 Kepala Kantor 
Otoritas Bandar Udara Wilayah II  
 
 
 
       ${ttd_pengirim}  
 
 
 
${nama_pengirim}  
NIP. ${nip_pengirim} 

 
Tembusan: 
Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU.106/389/KOBU.II/2026
14 Agustus 2026

Dr. Asri Santosa, S.T., M.T
197107061993011001

${ttd}
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Lampiran 3. Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II 
Nomor     : ${nomor_naskah} 
Tanggal   : ${tanggal_naskah} 

 
Jadwal Pengawasan kegiatan Pengawasan Keselamatan dan Pelayanan Operasi Aerodrome. 

 
No Bandar Udara Inspektur Bandar Udara Tanggal Pelaksanaan 

1.  Politeknik Penerbangan Medan – 
Kota Medan 

1. Diah Rahmiaty 
2. Slamet Budi Arto 
3. Rovi Hanafi 

19 s.d. 22 Agustus 2026 

2.  Sultan Syarif Haroen Setia 
Negara - Pelalawan 

1. Rugun Pasaribu 
2. Zulfahmi 

19 s.d. 22 Agustus 2026 

3.  Letung – Anambas 1. Mikha Raymond 
2. Juse Damanik. 

19 s.d. 22 Agustus 2026 

4.  Rembele – Bener Meriah 1. Imarlia Ginting 
2. Fazaruddin. 

19 s.d. 22 Agustus 2026 

5.  Dabo - Singkep 1. Andreas Simamora 
2. Andre Pratama. 

26 s.d. 29 Agustus 2026 

6.  Sibisa - Ajibata 1. Sepvinolist Pardede 
2. Metar Yoseplin Hutauruk. 

19 s.d. 22 Agustus 2026 

  
${jabatan_pengirim},  
 
 
 
     ${ttd_pengirim}  
 
 
 
${nama_pengirim}  
NIP. ${nip_pengirim} 

Tembusan: 
Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud. 

AU.106/389/KOBU.II/2026
14 Agustus 2026

Dr. Asri Santosa, S.T., M.T

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II

197107061993011001

${ttd}
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Mendasari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta
dalam rangka meningkatkan keamanan informasi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan data
dan informasi publik, setiap unit kerja diimbau untuk meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan
dalam publikasi informasi melalui portal, situs web, aplikasi maupun media sosial resmi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa
setiap  konten  yang  dipublikasikan  seperti  dokumen,  foto,  video,  infografis,  tangkapan  layar
(screenshot),  maupun bentuk konten lainnya  tidak memuat data pribadi  dan/atau informasi
sensitif secara berlebihan atau yang tidak diperlukan untuk kepentingan publikasi.

Adapun data dan informasi yang dilarang dipublikasikan meliputi:
1. Data pribadi, termasuk data pribadi pegawai, yang dapat mengidentifikasi seseorang secara

langsung maupun tidak langsung, antara lain:
a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
c. tempat dan tanggal lahir;
d. alamat tempat tinggal;
e. nomor telepon dan alamat surat elektronik pribadi;
f. data keluarga dan tanggungan;
g. nomor rekening dan data keuangan pribadi;
h. nomor rekening, data keuangan pribadi, dan informasi transaksi keuangan;
i. dokumen identitas, seperti KTP, Kartu Keluarga, paspor, NPWP, maupun dokumen sejenis;
j. tanda tangan atau spesimen tanda tangan;
k. data dan informasi kesehatan;
l. data biometrik dan genetika;
m. data anak;
n. data  riwayat  kepegawaian  yang  bersifat  rinci  dan  tidak  diperlukan  untuk  kepentingan

publikasi;
o. kombinasi  data  lainnya  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  identifikasi,  verifikasi

identitas, pemalsuan identitas, maupun rekayasa sosial (social engineering).

2. Kredensial akses dan informasi autentikasi sistem, antara lain:
a. nama pengguna (username) dan kata sandi (password);
b. PIN dan One-Time Password (OTP);
c. API Key, secret key, access token, session token, dan kredensial elektronik lainnya;
d. kode QR yang mengandung informasi atau hak akses tertentu; serta
e. tautan yang memberikan akses langsung terhadap dokumen atau sistem yang bersifat

terbatas.

Nomor : TI.004/793/SDJ.OTL/2026 Jakarta, 14 Agustus 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : Imbauan  Kehati-hatian  dalam  Penyajian

Informasi  pada  Media  Publik  dan
Pelindungan Data Pribadi

Yth. Daftar Terlampir

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
                   (Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
                 3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id
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3. Informasi teknis dan keamanan sistem yang bersifat terbatas, antara lain:
a. alamat IP internal, konfigurasi jaringan, dan topologi jaringan;
b. konfigurasi server, basis data, sistem, dan aplikasi yang tidak diperuntukkan bagi publik;
c. dokumentasi teknis yang memuat mekanisme akses internal;
d. log sistem, hasil pengujian keamanan, dan informasi mengenai kerentanan sistem; serta
e. tangkapan layar aplikasi atau sistem yang memperlihatkan informasi internal, data pribadi,

atau informasi akses.

4. Dokumen dan informasi kedinasan yang tidak diperuntukkan bagi publik, termasuk dokumen
internal, dokumen terbatas atau rahasia, rancangan dokumen yang belum ditetapkan, serta
data dan informasi lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau
kebijakan internal dibatasi aksesnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepada seluruh unit kerja agar:
1. melakukan  pemeriksaan  dan  verifikasi  terlebih  dahulu  terhadap  setiap  materi  sebelum

dipublikasikan melalui portal, website, aplikasi, dan/atau media sosial;
2. tidak  mempublikasikan  daftar  atau  profil  pegawai  yang  memuat  data  pribadi  dan  data

kepegawaian secara rinci, kecuali terdapat dasar hukum, kewenangan, dan kebutuhan yang
jelas untuk mempublikasikannya;

3. memastikan dokumen seperti surat keputusan, surat tugas, daftar nominatif, daftar hadir, bahan
paparan, laporan, formulir, tangkapan layar aplikasi, dan dokumen kepegawaian lainnya telah
diperiksa dan tidak menampilkan data pribadi pegawai secara rinci sebelum dipublikasikan;

4. menerapkan prinsip  minimalisasi  data,  yaitu  hanya menampilkan data dan informasi  yang
benar-benar diperlukan sesuai dengan tujuan publikasi;

5. melakukan  penyamaran  (masking),  pengaburan  (blurring),  pemotongan  (cropping),  atau
penghilangan (redaction)  terhadap data pribadi  dan informasi  sensitif  yang terdapat dalam
dokumen, foto, video, maupun tangkapan layar sebelum dipublikasikan;

6. memastikan  dokumen  yang  akan  diunggah  telah  diperiksa  secara  menyeluruh,  termasuk
terhadap  lampiran,  metadata,  kode  QR,  tanda  tangan,  tautan,  dan  informasi  lain  yang
berpotensi mengungkapkan data atau akses yang tidak diperuntukkan bagi publik;

7. melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  konten  yang  telah  dipublikasikan  melalui  portal,
website,  dan media sosial  masing-masing unit  kerja dan segera melakukan penghapusan,
penggantian, penyamaran, atau pembatasan akses apabila ditemukan data pribadi dan/atau
informasi sensitif yang tidak seharusnya tersedia secara publik; dan

8. meningkatkan pengawasan terhadap administrator dan pengelola media publik pada masing-
masing unit kerja serta memastikan proses publikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
mengenai pelindungan data pribadi dan keamanan informasi.

Perlu  menjadi  perhatian  bahwa dokumen yang dapat  disajikan kepada publik  tetap harus
melalui  pemeriksaan untuk  memastikan tidak  terdapat  bagian yang memuat  data  pribadi  atau
informasi sensitif. Apabila diperlukan, bagian tersebut agar disamarkan atau dihilangkan sebelum
ditayangkan. Khusus informasi kepegawaian, penyajiannya agar dibatasi pada hal yang relevan
dengan kepentingan kedinasan dan pelayanan publik serta tidak memuat rincian yang berpotensi
disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut, seluruh
Aparatur Sipil Negara agar secara konsisten menerapkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri
Perhubungan Nomor SE-PHB 2 Tahun 2025 tentang Keamanan Penggunaan Komputer, Perangkat
Informasi dan Komunikasi Lainnya, serta Perangkat Lunak oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Perhubungan, khususnya dalam menjaga keamanan perangkat,  akun, kredensial,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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data, dokumen, dan informasi kedinasan serta mencegah akses, penggunaan, penyebarluasan,
maupun pengungkapan informasi kepada pihak yang tidak berwenang.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja
samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:

Direktur Jenderal Perhubungan Udara
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Lampiran Surat Sesditjen Perhubungan Udara
Nomor : TI.004/793/SDJ.OTL/2026
Tanggal : 14 Agustus 2026

Kepada Yth.:
1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X;
4. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
5. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
6. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
7. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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Nomor : TI.201/925/SDJ.OTL/2026 Jakarta, 4 September 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 2 (dua) lampiran

Perihal : Penyampaian  Kesiapan  Keberlanjutan
dan  Konsistensi  Penyampaian  Data
Transportasi

Yth.  Daftar Terlampir

Menunjuk Surat  Kepala  Pusat  Data dan Teknologi  Informasi  Kementerian Perhubungan
Nomor TI.201/15/9/PDTI/2026 perihal  Kesiapan Keberlanjutan dan Konsistensi  Penyampaian
Data Transportasi  tanggal  31 Agustus 2026,  dengan ini  disampaikan beberapa hal  sebagai
berikut: 
1. Dalam rangka mengoptimalkan pemantauan penyelenggaraan transportasi nasional pada

Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2026/2027, diperlukan upaya strategis yang
terencana dan terintegrasi untuk menjamin peningkatan aspek keselamatan, keamanan, dan
kelancaran  arus  transportasi,  seluruh  unit  kerja  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal
Perhubungan Udara untuk dapat mendukung keberlanjutan dan konsistensi penyampaian
data transportasi. 

2. Sehubungan dengan hal  tersebut,  seluruh Pimpinan Unit  Kerja  di  lingkungan Direktorat
Jenderal  Perhubungan  Udara  dimohon  untuk  mengoordinasikan  kesiapan  di  unit  kerja
masing-masing,  serta  dapat  mengoordinasikan lebih  lanjut  ke  operator  transportasi  dan
stakeholder terkait lainnya.

3. Adapun aspek-aspek kesiapan yang perlu diperhatikan dan dikoordinasikan adalah sebagai
berikut: 
a. Sarana  dan  prasarana  pemantauan,  antara  lain  kesiapan  CCTV  dan  perangkat

pendukung lainnya untuk pengamatan kondisi lapangan;
b. Personel  yang  bertanggung  jawab  atas  pengoperasian  sarana  pemantauan,

pengumpulan, pemutakhiran, validasi, dan penyampaian data;
c. Ketersediaan  dan  kesinambungan  data,  meliputi  jenis,  format,  periode/waktu

penyampaian,  frekuensi  pemutakhiran,  dan  mekanisme  penyampaian  data  selama
periode Nataru;

d. Dukungan  anggaran,  meliputi  kebutuhan  operasional,  pemeliharaan  sarana  dan
prasarana, serta kebutungan pendukungan lainnya;

e. Kepatuhan ketentuan terhadap ketentuan yang berlaku termasuk aspek pemanfaatan,
pengelolaan, keamanan, dan perlindungan data sesuai kewenangan masing-masing.

4. Hasil koordinasi dan kesiapan tersebut agar menjadi bahan untuk memastikan keberlanjutan
dan  konsistensi  penyampaian  data  transportasi  dalam  mendukung  pemantauan
penyelenggaraan transportasi nasional selama Angkutan Nataru Tahun 2026/2027.
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Berkaitan dengan hal  tersebut,  dalam rangka mendukung keberlanjutan dan konsistensi
penyampaian data transportasi dimohon kiranya unit kerja dapat mengkoordinasikan kesiapan
kepada seluruh operator serta stakeholder masing-masing.  Untuk informasi lebih lanjut, dapat
berkoordinasi dengan Narahubung tim Data dan Sistem Informasi, Sdr. Ekky (0813-8310-2950)
atau Sdr. Farhan (0821-1804-0717).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001 
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Lampiran Surat Sesditjen Perhubungan Udara
Nomor : TI.201/925/SDJ.OTL/2026
Tanggal : 4 September 2026

Kepada Yth.:
1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I – X;
3. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
4. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
5. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
6. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara,

${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001 
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Dalam  rangka  tertib  administrasi  kepegawaian  khususnya  terkait  dengan  pembayaran
tunjangan  kinerja,  dengan  hormat  disampaikan  bahwa  mendasari  Peraturan  Menteri
Perhubungan Nomor  PM 46 Tahun 2023 tentang Tata  Cara  Penghitungan dan Pemberian
Tunjangan  Kinerja  Pegawai  di  Lingkungan  Kementerian  Perhubungan  terdapat  beberapa
pengaturan yang perlu ditegaskan kembali sebagai berikut:

1. Pembayaran tunjangan kinerja CPNS yang diangkat dalam jabatan fungsional dan jabatan
pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kinerja PNS dan
dibayarkan sesuai dengan penetapan SPMT, dengan kelas jabatan sebagai berikut:

a. Pendidikan Sarjana/Diploma IV dan Pascasarjana setara dengan kelas jabatan 7 (tujuh);
b. Pendidikan Diploma III, Diploma II dan Diploma I setara dengan kelas jabatan 6 (enam);
c. Pendidikan Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan ke bawah setara

dengan kelas jabatan 5 (lima);
2. Apabila CPNS tersebut diangkat menjadi PNS maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar

100% (seratus persen) sesuai dengan TMT SK PNS dan tidak dilakukan rapel terhadap
selisih 20% (dua puluh persen) yang tidak dibayarkan selama masa CPNS;

3. Jabatan  yang  mengalami  perpindahan  jabatan  ke  jabatan  pelaksana  dimana  terdapat
perubahan kelas jabatan maka pembayaran tunjangan kinerja pada kelas jabatan yang baru
sesuai  dengan TMT SK pengangkatan dengan melakukan penyusunan Sasaran Kinerja
Pegawai terlebih dahulu sesuai dengan TMT SK jabatan baru, untuk pembayaran tunjangan
kinerja di jabatan baru dilakukan pada periode (n+2);

4. Jabatan yang mengalami perpindahan ke Jabatan Fungsional dimana terdapat perubahan
kelas jabatan maka pembayaran tunjangan kinerja pada kelas jabatan yang baru sesuai
dengan SPMT dan SPMJ yang TMT SK pengangkatan dengan melakukan penyusunan
Sasaran  Kinerja  Pegawai  terlebih  dahulu  sesuai  dengan  TMT  SK  jabatan  baru,  untuk
pembayaran tunjangan kinerja di jabatan baru pada periode (n+2);

Nomor : PS.0/966/SDJ.SDM/2026 Jakarta, 9 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Penegasan  Pembayaran  Tunjangan

Kinerja  Bagi  CPNS,  Peralihan  Pegawai
dari  CPNS  ke  PNS  dan  Perpindahan
Jabatan

Yth. 1. Para Direktur;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
5. Para Kepala Bagian di lingkungan Setditjen Perhubungan Udara.
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5. Jabatan yang mengalami perpindahan ke Jabatan Fungsional dengan TMT bukan hari kerja
pertama pada bulan berkenaan, maka perhitungan tunjangan kinerja sebagai berikut:

a. Apabila jumlah hari kerja sejak awal bulan sampai dengan sebelum TMT Jabatan baru
lebih sedikit daripada jumlah hari kerja sejak TMT Jabatan baru sampai dengan akhir
bulan, tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan baru dapat diperhitungkan mulai
bulan berkenaan dengan TMT Jabatan baru, untuk pembayaran tunjangan kinerja
pada periode (n+2);

b. Apabila jumlah hari kerja sejak TMT Jabatan baru sampai dengan akhir bulan lebih
sedikit daripada jumlah hari kerja sejak awal bulan sampai dengan sebelum TMT
Jabatan baru, tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan baru dapat diperhitungkan
mulai bulan berikutnya, untuk pembayaran tunjangan kinerja pada periode (n+2);

Demikian  disampaikan,  mohon  untuk  dapat  dijadikan  pedoman.  Atas  perhatian  dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara

        ${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Nomor

Klasifikasi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
JI. Merdeka Barat No. 8

Jakarta 10110

Kotak Pos No. 1389

Jakarta 10013

Telepon: 3507623-3506661
3507577

Fax. : 3505571

e-Mail: direktorat.bandarudara@dephub.go.id

Jakarta, September 2026

Lampiran

Hal Undangan Sosialisasi PR-DJPU 04
Tahun 2026 dan PR-DJPU 06 Tahun

2026 via daring

Yth. Alamat Terlampir

Menindaklanjuti Surat Direktur Bandar Udara Nomor : AU.107/4161/DBU/2026

tanggal 8 September 2026 Perihal Pemberitahuan Penundaan Kegiatan Sosialisasi

PR-DJPU 04 Tahun 2026 dan PR-DJPU 06 Tahun 2026, bersama ini disampaikan

bahwa kegiatan yang dimaksud akan dijadwalkan kembali dan akan dilaksanakan

pada:

Hari/Tanggal Rabu, 16 September 2026
Waktu 08.00 WIB - Selesai

Media
: Zoom Meeting
Meeting ID : 590 590 8950

Agenda

Passcode : P2DBU2026

Sosialisasi PR-DJPU 04 Tahun 2026 dan PR-DJPU 06 Tahun

2026

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

KDirektur Bandar Udara

DIREKTORAT JENDE

PERHURUNGAN UDAR

IWW

Budhi K Kresna

NIP 197094111997031001

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
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Lampiran Surat Direktur Bandar Udara
Nomor

Tanggal

Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor BLU UPBU Mutiara Sis Al-Jufri;

2. Kepala Kantor BLU UPBU Mozes Kilangin;

3. Kepala Kantor UPBU Budiarto;

4. Kepala Kantor UPBU Cut Nyak Dhien;

5. Kepala Kantor UPBU Tebelian;
6. Kepala Kantor UPBU M. Salahudin;

7. Kepala Kantor UPBU Fransiskus Xaverius Seda;

8. Kepala Kantor UPBU Umbu Mehang Kunda;

9. Kepala Kantor UPBU Komodo Labuan Bajo

10. Kepala Kantor UPBU H. Hasan Aroeboesman;

11. Kepala Kantor UPBU Lede Kalumbang:

12. Kepala Kantor UPBU Rahadi Oesman;

13. Kepala Kantor UPBU H. Asan;

14. Kepala Kantor UPBU Gusti Sjamsir Alam;

15. Kepala Kantor UPBU Syukuran Aminuddin Amir;

16. Kepala Kantor UPBU Kasiguncu;

17. Kepala Kantor UPBU Douw Aturure;

18. Kepala Kantor UPBU Tampa Padang:

19. Kepala Satpel BU Singkawang;

20. Kepala Satpel BU Senggo;

21. Kepala Kantor UPBU Cakrabhuwana;

22. Kepala Satpel BU Wiriadinata;

23. Kepala Kantor UPBU Tunggul Wulung;
24. Kepala Kantor UPBU Dewadaru

25. Kepala Satpel BU Ngloram;

26. Kepala Satpel BU Blangkejeren;

27. Kepala Satpel BU Alas Leuser;

28. Kepala Kantor UPBU Cut Ali;

29. Kepala Satpel BU Syekh Hamzah Fanshuri;

30. Kepala Kantor UPBU Lasikin;

31. Kepala Kantor UPBU Maimun Saleh;

32. Kepala Kantor UPBU Dr. Ferdinand Lumbantobing:

33. Kepala Satpel BU Sibisa;

34. Kepala Kantor UPBU Lasondre;

35. Kepala Kantor UPBU Aek Godang:

36. Kepala Satpel BU Jenderal Besar A.H Nasution;

37. Kepala Kantor UPBU Mentawai;

38. Kepala Kantor UPBU Japura:

39. Kepala Kantor UPBU Tuanku Tambusai;

40. Kepala Kantor UPBU Depati Parbo;

UM.207/1635/09/DBU-2026
10 September 2026



41. Kepala Kantor UPBU Nangapinoh;

42. Kерala Satpel BU Tira Tangka Balang:

43. Kepala Kantor UPBU Tumba Samba;

44. Kepala Kantor UPBU Sanggu;

45. Keрala Kantor UPBU Kuala Pembuang;

46. Kepala Kantor UPBU Kuala Kurun;

47. Kepala Kantor UPBU Malinau;

48. Kepala Kantor UPBU Melak;

49. Kepala Kantor UPBU Tanjung Harapan;

50. Kepala Kantor UPBU Yuvai Semaring:

51. Kepala Kantor UPBU Nunukan;

52. Kepala Kantor UPBU Long Ampung:

53. Kepala Kantor UPBU Datah Dawai
54. Kepala Kantor UPBU Naha;

55. Kepala Satpel BU Sitaro;

56. Kepala Satpel BU Bolaang Mongondow;

57. Kepala Kantor UPBU Melonguane;

58. Kepala Satpel BU Miangas;

59. Kepala Kantor UPBU Sultan Bantilan;

60. Kepala Kantor UPBU Pogogul;
61. Kepala Satpel BU Panua Pohuwato;

62. Kepala Kantor UPBU Toraja;

63. Kepala Kantor UPBU Seko;

64. Kepala Kantor UPBU Rampi;

65. Kepala Kantor UPBU H. Aroeppala Selayar;

66. Kepala Kantor UPBU Andi Jemma;

67. Kepala Kantor UPBU Betoambari;

68. Kepala Kantor UPBU Sugimanuru;

69. Kepala Kantor UPBU Lagaligo;

70. Kepala Kantor UPBU Arung Palaka;

71. Kepala Kantor UPBU Matahora;

72. Kepala Kantor UPBU Sangia Nibandera;

73. Kepala Kantor UPBU Bandaneira;

74. Kepala Satpel BU Kufar;

75. Kepala Kantor UPBU Dobo;

76. Kepala Kantor UPBU Namlea;

77. Kepala Kantor UPBU John Becker;

78. Kepala Satpel BU Jos Orno Imsula;

79. Kерala Kantor UPBU Larat;

80. Kepala Kantor UPBU Namrole;

81. Kepala Kantor UPBU Amahai;

82. Kepala Kantor UPBU Wahai;

83. Kepala Kantor UPBU Sultan Muhammad Kaharuddin;

84. Kepala Kantor UPBU Mali;

85. Kepala Satpel BU Kabir;



86. Kepala Kantor UPBU Gewayantana;

87. Kepala Kantor UPBU Soa;

88. Kepala Kantor UPBU A.A Bere Tallo;

89. Kepala Kantor UPBU David Constantijn Saudale:

90. Kepala Kantor UPBU Tardamu;

91. Kepala Kantor UPBU Wunopito;

92. Kepala Kantor UPBU Stevanus Rumbewas;

93. Kepala Kantor UPBU Tanah Merah;

94. Kepala Satpel BU Manggelum;

95. Kepala Satpel BU Koroway Batu;

96. Kepala Kantor UPBU Mararena;

97. Kepala Kantor UPBU Mindiptana;

98. Kepala Kantor UPBU Enarotali;

99. Kepala Kantor UPBU Waghete;

100. Kepala Kantor UPBU Mulia;

101. Керala Kantor UPBU Tiom;

102. Kepala Kantor UPBU Kimam;

103. Kepala Kantor UPBU Kamur;

104. Kepala Kantor UPBU Bomakia;

105. Kepala Kantor UPBU Dabra;

106. Kepala Kantor UPBU Bokondini;

107. Kepala Kantor UPBU Kepi;

108. Kepala Kantor UPBU Okaba;

109. Kepala Kantor UPBU Moanamani;

110. Kepala Kantor UPBU Kokonao;

111. Kepala Kantor UPBU Numfor;

112. Kepala Kantor UPBU Karubaga;

113. Kepala Kantor UPBU Ewer;

114. Kepala Kantor UPBU Illu;

115. Kepala Kantor UPBU Bade;

116. Kepala Kantor UPBU Senggeh;

117. Kepala Kantor UPBU Batom;

118. Kepala Kantor UPBU Bilorai;

119. Kepala Kantor UPBU llaga;

120. Kepala Satpel BU Sinak;

121. Kepala Kantor UPBU Muko-Muko;

122. Kepala Satpel BU Enggano;

123. Kepala Kantor UPBU Osman Sadik;

124. Kepala Kantor UPBU Gamarmalamo;

125. Kepala Kantor UPBU Buli;

126. Kepala Satpel BU Gebe;

127. Kepala Kantor UPBU Kuabang;

128. Kepala Kantor UPBU Emalamo:

129. Kepala Kantor UPBU Dabo;

130. Kepala Satpel BU Tambelan;



131. Kepala Kantor UPBU Ranai;

132. Kepala Kantor UPBU Raja Haji Abdullah;

133. Kepala Kantor UPBU Siboru;

134. Kepala Kantor UPBU Bintuni;

135. Kepala Satpel BU Anggi;

136. Kepala Kantor UPBU Utarom;

137. Kepala Kantor UPBU Wasior;

138. Kepala Kantor UPBU Teminabuan;

139. Kepala Satpel BU Segun;

140. Kepala Kantor UPBU Inanwatan;

141. Kepala Kantor UPBU Marinda;

142. Kepala Kantor UPBU Merdey:

143. Kepala Kantor UPBU Babo;

144. Kepala Kantor UPBU Kambuaya;

145. Kepala Kantor UPBU Kebar;

146. Керala Satpel BU Werur,

147. Kepala Kantor UPBU Ayawasi;

148. Kepala Satpel BU Sumarorong;

149. Kepala Kantor UPBU Elelim;

150. Kepala Satpel BU Sobaham;

151. Kepala Kantor UPBU Kiwirok;

152. Kepala Kantor UPBU Akimuga;

153. Kepala Satpel BU Muhammad Taufiq Kiemas;

154. Kepala Satpel BU Atung Bungsu;

155. Kepala Satpel BU Gatot Subroto;

156. Kepala Kantor UPBU Malikussaleh;

157. Керala Kantor UPBU Maratua:

158. Kepala Kantor UPBU Harun Thohir;

159. Kepala Kantor UPBU Morowali;

160. Kepala Kantor UPBU Letung;

161. Kepala Kantor UPBU Muara Bungo;

162. Kepala Kantor UPBU Haji Muhammad Sidik;

163. General Manager KC Bandar Udara Halim Perdana Kusuma;

164. General Manager KC Bandar Udara Husein Sastranegara;

165. General Manager KC Bandar Udara Kertajati;

166. General Manager KC Bandar Udara Banyuwangi

167. General Manager KC Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai;

168. General Manager KC Bandar Udara El-Tari Kupang:

169. General Manager KC Bandar Udara Sultan Iskandar Muda;

170. General Manager KC Bandar Udara Sisingamangaraja XII;

171. General Manager KC Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II;
172. General Manager KC Bandar Udara Minangkabau;

173. General Manager KC Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah;

174. General Manager KC Bandar Udara Radin Inten Il;

175. General Manager KC Bandar Udara Sultan Thaha;



176. General Manager KC Bandar Udara Fatmawati Soekarno;

177. General Manager KC Bandar Udara Depati Amir;

178. General Manager KC Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin;

179. General Manager KC Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman;

180. General Manager KC Bandar Udara Adisutjipto;

181. General Manager KC Bandar Udara Ahmad Yani;

182. General Manager KC Bandar Udara Adi Soemarmo;

183. General Manager KC Bandar Udara Dhoho;

184. General Manager KC Bandar Udara Juanda;

185. General Manager KC Bandar Udara Sultan Hasanuddin;

186. General Manager KC Bandar Udara Pattimura;

187. General Manager KC Bandar Udara Frans Kaisiepo;

188. General Manager KC Bandar Udara Sentani;

189. General Manager KC Bandar Udara Supadio;

190. General Manager KC Bandar Udara Tjilik Riwut:

191. General Manager KC Bandar Udara SAMS Sepinggan;

ENTE

Direktur Bandar Udara

DIREKRAT DER
PERHABUNGAN

Budhi K Kresna

NIP 197004111997031001



Lampiran Surat Direktur Bandar Udara
Nomor

Tanggal September 2026

RUNDOWN ACARA KEGIATAN

SOSIALISASI PR-DJPU 04 TAHUN 2026 DAN PR-DJPU 06 TAHUN 2026

Waktu

Rabu, 16 September 2026

08.00-09.15 WIB

09.30-10.30 WIB

10.30-10.45 WIB

10.45-12.00 WIB

12.00-13.00 WIB

13.00-15.00 WIB

15.00. - 15.45 WIB

15.45-16.15 WIB

16.30 WIB

Uraian Kegiatan

Registrasi Peserta dan Pembukaan

Presentasi Sosialisasi Sesi l

Coffee Break

Presentasi Sosialisasi Sesi II

Ishoma

Diskusi dan Tanya Jawab

Coffee Break

Quesioner Interaktif

Penutupan

KET

Panitia dan

Peserta

ENT

Oirektur Bandar Udara
KE

DIREKTORAT JENDERA
PERMIBNGAN U

Byani K Kresna

NIP. 197004111997031001
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Nomor : UM.207/583/DJPU/2026 Jakarta, 14 September 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi 

SKM Online Nasional di Lingkungan Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara

Yth. (Daftar Alamat Terlampir)

Dalam rangka  mendukung  kelancaran  persiapan  peralihan  pelaksanaan  Survei  Kepuasan
Masyarakat  (SKM)  ke  Aplikasi  SKM  Online  Nasional  yang  dikelola  oleh  Kementerian
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Kementerian  PANRB),  Direktorat
Jenderal  Perhubungan  Udara  akan  menyelenggarakan  kegiatan  Bimbingan  Teknis  (Bimtek)
Implementasi Aplikasi SKM Online Nasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir
pada kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu s.d. Jum’at/ 23 s.d. 25 September 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Luring:

Ibis Styles Bogor Pajajaran
Jl. Raya Pajajaran No.37, RT.03/RW.08, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah,
Kota Bogor, Jawa Barat 16128
Daring:
Meeting ID: 920 403 9145
Passcode: SKM2026

Agenda : 1. Bimbingan Teknis Pengoperasian Aplikasi SKM Online Nasional; dan
2. Diskusi, Konsultasi, dan Tindak Lanjut Implementasi SKM Online Nasional.

Mengingat  pentingnya  kegiatan  tersebut,  dimohon  agar  Bapak/Ibu  dapat  hadir  atau
menugaskan pegawai yang kompeten untuk mengikuti kegiatan dimaksud serta memastikan akun
SKM Online Nasional telah aktif. Seluruh biaya perjalanan dinas dibebankan pada unit kerja masing-
masing. Untuk informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran, dapat menghubungi Sdri. Nina Lestari
(0852 2839 0650) atau Sdr. Muhammad Rizky (0813 7257 0948) paling lambat 21 September 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal,

${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : 3505550 – 3505006
                   (Sentral)
Fax : 3505136 – 3505139
                 3507144 – 34833369

Email : djpu151@kemenhub.go.id
Website : hubud.kemenhub.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran I Surat Dirjen Perhubungan Udara
Nomor    : UM.207/583/DJPU/2026
Tanggal : 14 September 2026

Kepada Yth:
A. Hadir Luring:

1. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi;

2. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
3. Direktur Angkutan Udara;
4. Direktur Bandar Udara;
5. Direktur Keamanan Penerbangan;
6. Direktur Navigasi Penerbangan;
7. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
8. Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
9. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan;
10. Kepala Balai Teknik Penerbangan;
11. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I;
12. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
13. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III;
14. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV;
15. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V;
16. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI;
17. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII;
18. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII;
19. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX;
20. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X;
21. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto.

B. Hadir Daring:
1. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama Juwata;
2. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II;
4. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III;
5. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Khusus Ibu Kota Nusantara.

      
a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal,

${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran II Surat Dirjen Perhubungan Udara
Nomor : UM.207/583/DJPU/2026
Tanggal : 14 September 2026

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI APLIKASI SKM ONLINE NASIONAL DI LINGKUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.
BOGOR, 23 - 25 SEPTEMBER 2026

WAKTU ACARA KETERANGAN

Rabu, 23 September 2026

08.30 - 09.00 Registrasi dan persiapan panitia Panitia

09.00 - 09.30 Pembukaan dan Arahan persiapan kegiatan Panitia

09.30 - 10.00 Coffee Break Panitia

10.00 - 12.00 Pembahasan konsep, rundown, dan pembagian 
tugas panitia

Panitia

12.00 - 13.00  ISHOMA Panitia

13.00 - 14.30 Persiapan Materi dan Teknis Pelaksanaan kegiatan Seluruh Peserta

14.30 - 15.00 Registrasi dan Kedatangan Peserta Seluruh Peserta

15.00 - 15.30 Coffee Break Seluruh Peserta

15.30 - 16.30 Pengecekan akun, data unit kerja, jenis layanan, 
dan kesiapan perangkat peserta

Seluruh Peserta

16.30 - 17.30 Koordinasi dan pengecekan kesiapan sarana, 
prasarana, serta perlengkapan kegiatan

Seluruh Peserta

17.30 - 18.30 ISHOMA Seluruh Peserta

18.30 - 20.00 Simulasi teknis pelaksanaan kegiatan dan finalisasi
pembagian tugas

Seluruh Peserta

20.00-21.00 Final briefing dan evaluasi kesiapan pelaksanaan 
Bimtek

Panitia

Kamis, 24 September 2026

09.00 - 09.45 Pembukaan dan sambutan Panitia
Sesditjen Hubud

09.45 - 10.15 Coffee Break Seluruh Peserta

10.15 - 12.00 Sosialisasi kebijakan peralihan SKM ke Aplikasi 
SKM Online Nasional

Narasumber: Pusat 
Pengelolaan 
Transportasi 
Berkelanjutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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WAKTU ACARA KETERANGAN

12.00 - 13.00 ISHOMA Seluruh Peserta

13.00 - 15.00 Bimbingan teknis pengoperasian Aplikasi SKM 
Online Nasional: aktivasi akun, verifikasi jenis 
layanan, pembuatan dan penyebaran tautan survei

Penyampaian dari 
Bagian Organisasi dan 
Tata Laksana

15.00 - 15.30 Coffee Break Seluruh Peserta

15.30 - 18.00 Simulasi penarikan rekap dan pelaporan hasil 
SKM, serta sesi tanya jawab dan troubleshooting

Seluruh Peserta

18.00 - 19.00 ISHOMA Seluruh Peserta

19.00 - 20.30 Pembahasan Tindak Lanjut dan Penyusunan 
Rencana Aksi Unit Kerja

Seluruh Peserta

Jum’at, 25 September 2026

09.00 - 09.30 Pembukaan dan arahan pelaksanaan kegiatan hari
terakhir

Seluruh Peserta

09.30 - 10.00 Coffee Break Seluruh Peserta

10.00 - 12.00 Review dan evaluasi hasil bimbingan teknis 
Aplikasi SKM Online Nasional

Seluruh Peserta

12.00 - 13.00 ISHOMA Seluruh Peserta

13.00-15.00 Finalisasi SKM Online Nasional per unit kerja Seluruh Peserta

15.00-15.30 Coffee Break Seluruh Peserta

15.30-17.30 Penyusunan dan penyelesaian dokumen hasil 
kegiatan

Seluruh Peserta

17.30 - 18.30 ISHOMA Seluruh Peserta

18.30 - 19.30 Evaluasi akhir dan pengecekan kelengkapan hasil 
kegiatan

Panitia

19.30 - 21.00 Penutupan dan final briefing hasil kegiatan Panitia

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal,

${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 197408191995011001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Nomor : KP.109/1039/SDJ.SDM/2026 Jakarta, 17 September 2026 
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Pengisian Survey Kepuasan dan 

Keterikatan ASN tentang Penyelenggaraan Sistem 
Merit dalam Manajemen ASN

Yth. Para Direktur;
Para Kepala Bagian;
Para Kepala Balai;
Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
Di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Menindaklanjuti  Surat  Kepala  Biro  Sumber  Daya  Manusia  dan  Organisasi  Nomor
KP.109/1/8/STJ/2026 tanggal 9 September 2026 tentang Pengisian Survey Kepuasan dan Keterikatan
Pegawai ASN tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN, bersama ini dengan
hormat disampaikan dalam rangka survey kepuasan dan keterikatan ASN sistem merit di lingkungan
Kementerian Perhubungaan akan dilaksanakan survey dimaksud.

Sehubungan dengan hal  tersebut  diatas,  dimohon untuk dapat  menugaskan para pegawai
(Tingkat Manajerial, Fungsional, dan Pelaksana) unutk melakukan pengisian survey kepuasan dan
keterikatan ASN dimaksud, melalui platform INAgov – Layanan Aparatur Negara, paling lambat
sebelum  sebelum  tanggal  17  September  2026  pada  link  berikut:  https://layanan-smart-
asn.inagov.go.id/qna/survey 

Survey diisi secara mandiri oleh ASN (PNS/PPPK) yang telah bekerja minimal 2 tahun, Untuk
informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Saudara Sutriyono No HP 0821-1253-4126.
Hasil Analisis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

         ${ttd}

Achmad Setiyo Prabowo
NIP. 19740819 199501 1 001

Tembusan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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